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Skripsi dengan judul Analisis Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif 
Terhadap Pertanggungjawaban Pidana Penipuan Saldo Ovo Oleh Driver Grab 
Indonesia (Studi Implementasi Pasal 35 UU No.19 Tahun 2016 Tentang Informasi 
dan Transaksi Elektronik) untuk menjawab pertanyaan: 1) Bagaimana deskripsi 
pertanggungjawaban pidana penipuan saldo ovo oleh driver grab Indonesia? 2) 
Bagaimana pertanggungjawaban pidana penipuan saldo ovo oleh driver grab 
Indonesia dalam perspektif Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif? 
Metode penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian 
lapangan (Field Research) yang sumber datanya diperoleh dengan cara observasi, 
wawancara, dan pustaka. Setelah data terkumpul data dianalisis dengan 
menggunakan teknik deskriptif kualitatif dengan alur pembahasan deduktif yang 
membahas pertanggungjawaban pidana penipuan saldo ovo oleh driver grab 
Indonesia menurut Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif. 
Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa penipuan saldo ovo yang 
dilakukan driver grab Indonesia dengan modus mengedit harga atau menekan 
tombol selesai tetapi tidak mengantarkan pesanan adalah termasuk dalam tindak 
pidana cyber crime yang dapat dijerat menggunakan pasal 35 juncto 51 ayat (1) 
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi 
Elektronik dengan ancaman hukuman pidana penjara paling lama 12 (dua belas) 
tahun dan atau denda paling banyak Rp.12.000.000.000,00 (dua belas miliar). 
Namun pada praktik di lapangan, penegakan hukum terhadap driver grab yang 
mengambil saldo ovo milik pengguna jasa transportasi online belum pernah 
ditindaklanjuti oleh aparat penegak hukum. Dalam Hukum Pidana Islam selama 
perbuatan pelaku melanggar aturan yang telah ada dalam peraturan perundang - 
undangan, tidak ada unsur paksaan dari pihak manapun untuk melakukan 
perbuatan tersebut dan pelaku mengetahui apa akibat yang ditimbulkan dari 
perbuatannya maka dalam hal ini pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban 
pidana. Dalam Hukum Positif pertanggungjawaban pidana penipuan saldo ovo 
oleh driver grab Indonesia, selama perbuatan pelaku telah melanggar aturan yang 
ada dalam peraturan perundang-undangan, adanya unsur kesalahan berupa 
kesengajaan atau kelalaian, pelaku mampu bertanggungjawab (tidak gila atau 
cacat mental), serta tidak ada alasan pemaaf, maka pelaku dapat dibebani 
pertanggungjawaban pidana karena telah terpenuhi seluruh syaratnya. 
Sejalan dengan kesimpulan di atas, maka disarankan bagi aparat penegak 
hukum untuk menegakkan peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini 
terhadap siapa saja yang telah melanggar aturan yang telah dibuat. Serta kepada 
setiap masyarakat, apabila menjadi korban penipuan saldo ovo oleh driver grab 
Indonesia, segera melapor ke pihak berwajib supaya hukum dapat ditegakkan. 
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A. Latar Belakang 
Indonesia adalah negara hukum sebagaimana tercantum dalam Undang–
Undang Dasar Republik Indonesia 1945 pasal 1 ayat (3) “Negara Indonesia adalah 
negara hukum”.1 Maka dari itu setiap warga negara wajib untuk mentaatinya dan 
menjunjung tinggi hukum yang berlaku diwilayahnya. Dengan demikian, jika 
terdapat warga negara yang melanggar hukum wajib mempertanggungjawabkan 
perbuatannya, baik dari masyarakat kalangan ekonomi menengah ke bawah 
seperti, ojek, pedagang kaki lima, petani, dll, maupun dari masyarakat kalangan 
ekonomi menengah ke atas seperti pejabat legislalif, yudikatif, eksekutif. 
Implementasi hukum tidak memandang siapa saja yang melanggar hukum tanpa 
terkecuali. Jangan sampai hukum ini tajam ke bawah tetapi tumpul ke atas. Karena 
masyarakat Indonesia kedudukannya semua sama dihadapan hukum (equality 
before the law) sesuai Undang–Undang Dasar Republik Indonesia 1945 pasal 27 
ayat (1) “Semua warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan 
pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak 
ada kecualinya”.2
                                                          
1 Tim Penyusun Grasindo, UUD 1945 dan amandemennya (Jakarta: Grasindo, 2017), 55 
2 Ibid., 80 



































Subjek hukum adalah sesuatu yang menurut hukum berhak atau        
berwenang untuk melakukan perbuatan hukum atau siapa yang mempunyai hak 
dan cakap untuk bertindak dalam hukum, jadi pada dasarnya yang menjadi subjek 
hukum adalah manusia.3 Artinya hukum mengatur segala tingkah laku manusia, 
ketika manusia mempunyai peliharaan seperti anjing, lalu anjing tersebut 
menyerang manusia lain, sehingga menyebabkan manusia tersebut sampai 
meninggal dunia, tetap yang harus mempertanggungjawabkannya adalah sang 
majikan dari peliharaan tersebut, dikarenakan hukum ini mengatur segala tingkah 
laku manusia, bukan tingkah laku hewan peliharaan. Sehingga dalam hal tersebut 
yang wajib untuk mempertanggungjawabkan atas peristiwa tersebut adalah 
majikan dari hewan peliharaan tersebut, karena dianggap telah lalai dalam 
memelihara hewan. Meninggalnya orang tersebut disebabkan pemilik hewan telah 
lalai dalam memelihara hewannya sehingga mengakibatkan hilangnya nyawa 
orang lain. Peristiwa sebab dan akibat itulah yang dimaksud dengan teori 
causalitas.4 
Moeljatno mengartikan hukum pidana sebagai bagian dari keseluruhan 
hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-
aturan untuk:5 
                                                          
3 Muhammad Syukri Albani Nasution, Hukum Dalam Pendekatan Filsafat (Jakarta: 
Prenadamedia Group, 2017), 58 
4 E. Ultrech, Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana Suatu Pengantar Hukum Pidana Untuk 
Tingkat Pelajaran Sarjana Muda Hukum Suatu Pembahasan Pelajaran Umum (Surabaya: Pustaka 
Tirta Mas, 2000), 381 
5 Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana (Jakarta : Renika Cipta Jakarta, 2008 ), 1 



































1. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang 
dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi pidana tertentu bagi siapa saja 
yang melanggarnya. 
2. Menentukan kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang telah melakukan 
larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang 
telah diancamkan. 
3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan 
apabila orang yang diduga telah melanggar ketentuan tersebut. 
Dalam hukum pidana dikenal doktrin mens rea, doktrin ini berasal dari asas 
dalam Hukum Pidana Inggris yang lengkapnya berbunyi “Actus non facit, nisi 
mens sit sea”. Artinya, bahwa sesuatu perbuatan tidak dapat membuat orang 
menjadi bersalah kecuali bila dilakukan dengan niat jahat. Dengan demikian dalam 
suatu tindak pidana yang perlu untuk diperhatikan dan dibuktikan yaitu;6 
1. Adanya perbuatan sebagai penjelmaan dari kehendak (actus reus) 
2. Kondisi jiwa, itikad jahat yang melandasi perbuatan itu (mens rea) 
 Secara singkat dalam doktrin mens rea ini terdapat unsur subyektif yang 
mengacu kepada pelaku kejahatan sehingga pelaku tersebut dapat dimintai 
pertanggungjawaban pidana. Pertanggungjawaban pidana ditentukan berdasarkan 
                                                          
6 Mustafa Abdullah dan Ruben Achmad, Intisari Hukum Pidana (Jakarta: Ghalia Indonesia, 
1983), 40 
 



































pada kesalahan pelaku dan bukan hanya dengan terpenuhinya seluruh unsur suatu 
tindak pidana.   
Penerapan hukum atau implementasi hukum tidak bisa hanya sekedar 
menerapkan undang-undang atau peraturan hukum tertulis, tetapi membutuhkan 
kreativitas penegak hukum terutama bagi hakim untuk menemukan hukum dari 
berbagai sumber penemuan hukum. Terlebih dengan pesatnya perkembangan 
masyarakat sebagai akibat pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan 
teknologi yang tentu berpengaruh besar terhadap kebutuhan dan kepentingan 
masyarakat.7  
Kemajuan teknologi dapat membuat kita semakin mudah untuk mengakses 
informasi-informasi yang kita butuhkan cukup hanya dengan satu sentuhan jari 
saja. Perkembangan dalam bidang transportasi misalnya, dahulu jika kita ingin 
bepergian kesuatu tempat kita perlu jalan kaki beberapa meter untuk bisa 
menemukan layanan transportasi publik seperti becak, bus, ataupun ojek. Dengan 
adanya kemajuan teknologi yang signifikan ini membuat konsumen atau pengguna 
jasa transportasi publik sangat terbantu dengan adanya suatu transportasi berbasis 
online seperti Gojek ataupun Grab. Dengan demikian konsumen atau pengguna 
jasa tidak perlu lagi keluar rumah dan berjalan beberapa meter untuk menemukan 
jasa transportasi. Hanya dengan satu sentuhan jari saja, pengemudi ojek online 
langsung datang di depan rumah kita. 
                                                          
7 Siti Malikhatun Badriyah, Sistem Penemuan Hukum Dalam Masyarakat (Jakarta: Sinar Grafika, 
2016), 79 



































Seiring dengan semakin berkembangnya teknologi yang ada saat ini, 
mengakibatkan dunia semakin sempit. bagaimana tidak, kita yang sedang berada 
di Indonesia saja dapat berkomunikasi secara langsung, bahkan saling tatap muka 
lewat video call dengan keluarga kita yang sedang melaksanakan umroh di tanah 
Mekkah. Perkembangan teknologi juga memiliki dampak yang signifikan di 
bidang perekonomian, terutama dalam sektor uang elektronik atau uang digital. 
Uang elektronik atau uang digital adalah uang yang digunakan dalam transaksi 
internet dengan cara elektronik.8 Contohnya adalah OVO, Paytren, Gopay dan 
Mandiri e-Cash. 
Perkembangan yang pesat dalam teknologi internet menyebabkan kejahatan 
baru di bidang itu juga muncul, misalnya kejahatan manipulasi data yang termasuk 
dalam cybercrime. Terlebih dalam kejahatan cybercrime susah untuk dibuktikan 
dalam suatu persidangan, sehingga jika terdapat suatu perkara yang berkaitan 
dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik selalu mendatangkan 
ahli untuk memperkuat alat bukti dalam persidangan. Munculnya beberapa kasus 
cybercrime di Indonesia telah menjadi ancaman yang sangat serius dan perlu 
perhatian khusus.9 
Permasalahan tentang ojek online semakin hari semakin marak, mulai dari 
order fiktif yang dilakukan oleh driver demi mencari intensif, ataupun order fiktif 
yang dilakukan oleh pengguna jasa transportasi online. Tetapi baru-baru ini 
                                                          
8 Wikipedia, Uang Elektronik, https://id.wikipedia.org/wiki/Uang elektronik, diakses pada 4 
Oktober 2019, Pukul 15.25 
9 Agus Rahardjo, Cybercrime Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi 
(Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002), 213 



































muncul modus baru yakni penipuan saldo ovo yang dilakukan oknum driver grab 
Indonesia. 
Terjadinya penipuan dalam hukum pidana merupakan suatu hubungan 
hukum yang senantiasa di awali atau didahului hubungan hukum perikatan atau 
perjanjian. Suatu hubungan hukum yang diawali dengan perikatan atau perjanjian 
berpotensi terjadinya wanprestasi, antara lain adanya penipuan10. Seperti penipuan 
saldo ovo yang dilakukan oleh driver grab Indonesia, jika dalam suatu kontrak 
terdapat adanya manipulasi data, tipu muslihat, keadaan palsu, dan rangkaian 
kebohongan yang dilakukan melalui internet dari pelaku yang dapat menimbulkan 
kerugian pada orang lain, hal tersebut merupakan penipuan yang secara khusus 
diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. 
Dalam praktik di lapangan selama ini terdapat beberapa peraturan 
perundang-undangan yang penegakan hukumnya relatif lemah. Dalam pembahasan 
ini penulis tertarik untuk meneliti penegakan hukum yang tercantum dalam pasal 
35 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi 
Elektronik, jika dikaitkan dengan kasus penipuan saldo ovo yang dilakukan oleh 
driver grab Indonesia. Dalam Pasal 35 Jo. Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang 
Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diperbaharui dalam Undang-Undang 
Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dijelaskan 
bahwa:11 
                                                          
10 Yahman, Karakteristik Wanprestasi dan Tindak Pidana Penipuan Yang Lahir dari Hubungan 
Kontraktual (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), 93 
11 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik 



































Pasal 35 menjelaskan: 
“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum 
melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengerusakan 
Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap 
seolah-olah data yang otentik”. 
 
Pasal 51 ayat (1) menjelaskan: 
“Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 
dipidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling 
banyak Rp.12.000.000.000,00 (dua belas miliar)”. 
 
Dalam Hukum Pidana dikenal alasan penghapus pidana yaitu alasan 
pembenar dan alasan pemaaf. Mengenai alasan pemaaf  dapat dilihat dalam Kitab 
Undang-Undang Hukum Pidana diantaranya: 
Pasal 44 ayat (1) KUHP: 
“Barangsiapa mengerjakan sesuatu perbuatan, yang tidak dapat 
dipertanggungjawabkan kepadanya karena kurang sempurna akalnya atau 
karena sakit berubah akal tidak boleh dihukum”. 
 
Menurut R. Soesilo yang dimaksud dengan kurang sempurna akalnya adalah 
idiot, orang semacam ini sebenarnya tidak sakit, akan tetapi karena cacatnya sejak 
lahir, membuat pikirannya tetap sebagai anak-anak. Sedangkan yang dimaksud 
dengan sakit berubah akalnya adalah orang gila.12 Dengan demikian orang idiot 
dan gila tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana kepadanya.  
                                                          
12 R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Pidana (Bogor: Politeia, 1995) 60-61 



































Penipuan saldo ovo yang dilakukan oleh driver grab telah memenuhi semua 
unsur yang terdapat dalam pasal 35, terlebih sang driver melakukan manipulasi 
data dan data tersebut seolah-olah dibuat seperti data yang otentik yang tujuannya 
untuk mengambil saldo ovo milik pengguna jasa grab. Perbuatan memanipulasi 
data yang dilakukan oleh driver grab tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak 
pidana penipuan. Tetapi fakta di lapangan menunjukkan bahwa pelaku penipuan 
saldo ovo yang dilakukan oleh driver grab hanya diberi sanksi sesuai kode etik grab 
nomor 22 yakni sanksi berupa suspend (akun grabnya dinonaktifkan sementara) 
selama 3 hari.13 Disini penulis tertarik untuk melakukan penelitian atas penegakan 
hukum pidana yang relatif lemah.  
Nominal saldo ovo yang diambil oleh driver grab Indonesia memang tidak 
banyak, ditambah dalam PERMA Nomor 12 Tahun 2012 Tentang penyesuaian 
batasan tindak pidana ringan dan jumlah denda dalam KUHP yang mengatur 
apabila nilai barang atau uang tersebut bernilai tidak lebih dari Rp 2.500.000,00 
(dua juta lima ratus ribu rupiah) Ketua Pengadilan segera menetapkan hakim 
tunggal untuk mengadili dan memutus perkara dengan acara pemeriksaan cepat 
yang diatur dalam pasal 205-210 KUHAP.14 Tetapi dalam hal tersebut kedudukan 
PERMA berada dibawah Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik 
sehingga berlaku asas Lex Superior Derogat Legi Inferior yang menyatakan bahwa 
hukum yang tinggi mengesampingkan hukum yang rendah. 
                                                          
13 Grab, Kode Etik Mitra, https://www.grab.com/id/kodeetik/, diakses pada 4 Oktober 2019, 
pukul 17.00 
14 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012, Tentang penyesuaian batasan tindak pidana 
ringan dan jumlah denda dalam KUHP 



































Dalam hukum Islam, tindak pidana diartikan sebagai perbuatan-perbuatan 
yang dilarang oleh syarak yang diancam oleh Allah SWT dengan hukuman Ḥudūd 
atau Ta’zīr. Larangan hukum bisa berwujud mengerjakan perbuatan yang dilarang 
dan bisa berwujud meninggalkan yang diperintah. Dengan demikian mereka akan 
dijatuhi hukuman sesuai dengan apa yang diperbuat dan apa yang ditinggalkan.15 
Islam mengharamkan segala bentuk tindak pidana termasuk tindak pidana 
penipuan. Penipuan merupakan kejahatan yang dilakukan oleh seseorang dengan 
jalan membohongi orang lain atau tipu daya melihat secara melawan hukum demi 
memperoleh keuntungan yang lebih besar bagi pribadinya, baik itu barang maupun 
uang. Karena penipuan itu cenderung melakukan kebohongan dan merugikan 
orang lain, adapun dalam Islam kebohongan itu sama dengan dusta Dusta adalah 
bohong dan dusta merupakan perbuatan yang rendah dan menimbulkan kerusakan 
pada dirinya, serta dapat menimbulkan kejahatan yang mendorong pada pebuatan 
dosa yang dilakukan bukan karena terpaksa.16 
Selanjutnya, Allah berfirman pada surat Al - Muthaffifin ayat 1:17 
َنيِفِّفَطُمْلِل ٌلْينو 
Artinya: “Celakalah bagi orang-orang yang curang” 
                                                          
15 Abdul Qadir Audah, Ensiklopedi Hukum Pidana Islam (Jakarta: Kharisma Ilmu, 2008), 15 
16 Zainuddin Ali, Hukum Pidana Islam (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), 71. 
17 Al Qur’an dan Terjemah (Semarang: Asy Syifa’, 2000), 1035 



































Berdasarkan ayat tersebut, orang yang melakukan kecurangan akan celaka, 
curang sama dengan bohong atau dusta, sehingga orang-orang yang membohongi 
sesama umat manusia dengan maksud menguntungkan diri sendiri akan celaka. 
Penipuan termasuk kedalam jarimah ta’zīr dikarenakan tidak ada satu nash, baik 
dalam Al Quran ataupun Hadits yang secara rinci menjelaskan sanksi bagi tindak 
pidana penipuan. Sehingga sanksi bagi tindak pidana penipuan diserahkan kepada 
penguasa. Terlebih dalam kasus penipuan online yang pada masa Rasulullah belum 
ada internet, sehingga penipuan online termasuk dalam jarimah ta’zīr. 
B. Identifikasi masalah dan Batasan masalah 
Dari latar belakang yang dikemukakan di atas, dapat diidentifikasi 
permasalahannya sebagai berikut: 
1. Di masyarakat sering terjadi penipuan saldo ovo yang dilakukan oleh driver 
grab. 
2. Unsur-unsur tindak pidana penipuan saldo ovo. 
3. Praktik penipuan saldo ovo oleh driver grab Indonesia. 
4. Tidak adanya penegakan hukum yang tegas sampai saat ini dalam kasus 
penipuan saldo ovo oleh driver grab Indonesia menurut pasal 35 Undang-
Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. 
5. Deskripsi pertanggungjawaban pidana penipuan saldo ovo oleh driver grab 
Indonesia. 



































6. Pertanggungjawaban pidana penipuan saldo ovo oleh driver grab Indonesia 
dalam perspektif Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif. 
Dari beberapa permasalahan yang terdapat dalam identifikasi masalah, maka 
penulis menganggap perlunya batasan masalah supaya dalam penelitian tidak 
melebar dari pokok pembahasan. Dengan demikian penulis membatasi 
permasalahan tersebut menjadi: 
1. Deskripsi Pertanggungjawaban pidana penipuan saldo ovo oleh driver grab 
Indonesia.  
2. Pertanggungjawaban pidana penipuan saldo ovo oleh driver grab Indonesia 
dalam perspektif Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif. 
C. Rumusan Masalah 
Berangkat dari identifikasi dan batasan masalah, maka dapat diambil 
beberapa rumusan masalah yang akan dikaji, yaitu: 
1. Bagaimana deskripsi pertanggungjawaban pidana penipuan saldo ovo oleh 
driver grab Indonesia? 
2. Bagaimana pertanggungjawaban pidana penipuan saldo ovo oleh driver grab 
Indonesia dalam perspektif Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif? 
D. Kajian Pustaka 
Kajian pustaka adalah deskripsi ringkas tentang kajian/penelitian yang sudah 
pernah dilakukan diseputar masalah yang akan diteliti, sehingga terlihat jelas 



































bahwa kajian yang akan dilakukan ini tidak merupakan pengulangan atau duplikasi 
dari kajian/penelitian yang telah ada.18 
Memang permasalahan yang penulis angkat dalam skripsi ini menarik untuk 
dikaji, oleh karena itu penulis mencantumkan beberapa skripsi terdahulu untuk 
membuktikan bahwa skripsi ini bukan hasil dari duplikasi. Sejauh penelusuran 
penulis ada beberapa judul skripsi yang pembahasannya berkaitan dengan skripsi 
penulis yaitu: 
1. Skripsi yang ditulis oleh Sri Kurnia Aprianti dari Universitas Bengkulu, dengan 
judul “Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Konsumen Yang Dirugikan 
Dalam Layanan Jasa Transportasi Angkutan Darat PT. Grab Menurut Undang-
Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen”. Dalam skripsi ini 
sama-sama membahas mengenai pertanggungjawaban, tetapi yang membedakan 
adalah skripsi ini pertanggungjawaban dalam prespektif Undang-Undang 
perlindungan konsumen, sedangkan penulis dalam prespektif Undang-Undang 
Informasi dan Transaksi Elektronik. 
2. Skripsi yang ditulis oleh Achmad Fathoni Al Chudri dari Universitas Islam 
Negeri Sunan Ampel, dengan judul “Tinjauan hukum pidana islam terhadap tindak 
pidana order fiktif pada driver grab Indonesia”.  Dalam skripsi ini sama-sama 
membahas kecurangan yang dilakukan oleh driver grab Indonesia, yang 
menjadikan perbedaan adalah jika order fiktif ini melakukan penipuan kepada 
                                                          
18 Tim Penyusun Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, Petunjuk Penulisan 
Skripsi, (Surabaya: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, 2017), 8 



































perusahaan grab sendiri dengan memanipulasi data, untuk mendapatkan intensif 
sebanyak-banyaknya. Sedangkan yang penulis teliti penipuan yang sasaran 
utamanya adalah pengguna jasa grab yang cara pembayarannya melalui ovo.  
E. Tujuan Penelitian 
Tujuan penelitian adalah rumusan tentang tujuan yang ingin dicapai oleh 
peneliti melalui penelitian yang dilakukannya.19 dengan demikian tujuan dari 
penelitian ini sebagai berikut: 
1. Untuk mengetahui deskripsi pertanggungjawaban pidana penipuan saldo ovo 
oleh driver grab Indonesia. 
2. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana penipuan saldo ovo oleh driver 
grab Indonesia dalam perspektif Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif 
F. Kegunaan Hasil Penelitian 
Dalam setiap suatu penelitian, diharapkan mampu memberi manfaat bagi 
semua pihak yang membacanya. Dengan demikian manfaat yang diharapkan dari 
penelitian ini adalah sebagai berikut: 
1. Kegunaan teoritis (keilmuan) 
Hasil peneltian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan 
tentang ilmu hukum, khususnya dalam hal pertanggungjawaban pidana penipuan 
saldo ovo menurut Hukum Pidana Islam maupun Hukum Pidana Positif. 
                                                          
19 Tim Penyusun Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, Petunjuk Penulisan 
Skripsi (Surabaya: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, 2017), 8 



































2. Kegunaan praktis 
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan kepada semua aparat 
penegak hukum baik polisi, jaksa, maupun hakim untuk menerapkan Undang-
undang khususnya Undang-undang, Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik 
dengan semaksimal mungkin kepada siapapun tanpa pandang bulu.  
G. Definisi Operasional 
Untuk mempermudah para pembaca serta lebih memahami beberapa kata 
yang asing oleh telinga pembaca dan supaya tidak terjadi multitafsir, maka penulis 
akan menjelaskan kata-kata yang dirasa asing bagi telinga pembaca sebagai 
berikut: 
1. Hukum Pidana Islam: adalah hukum yang mengatur perbuatan-perbuatan mana 
yang tidak boleh dilakukan yang apabila dilanggar akan mendapat sanksi 
menurut hukum islam. 
2.  Hukum Positif: adalah hukum yang sedang berlaku di suatu negara, contohnya 
Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. 
3. Pertanggungjawaban Pidana: adalah suatu mekanisme untuk menentukan 
apakah pelaku dipertanggungjawabkan atas suatu tindakan yang terjadi. 
4. OVO: adalah uang elektronik atau uang digital yang dapat digunakan untuk 
transaksi secara elektronik. 
5. Driver Grab Indonesia: adalah pengemudi ojek online dari perusahaan PT. Solusi 
Transportasi Indonesia atau Grab Indonesia. 



































H. Metode Penelitian 
 1. Jenis Penelitian 
Sesuai dengan permasalahan yang diangkat, yaitu pertanggungjawaban 
pidana penipuan saldo ovo oleh driver grab Indonesia maka jenis penelitian ini 
dikategorikan sebagai penelitian lapangan (Field Research). Penelitian lapangan 
adalah salah satu metode penelitian yang mengharuskan peneliti terjun secara 
langsung dalam lapangan, serta terlibat dengan masyarakat setempat.20 
2. Data yang dikumpulkan berupa data primer dan data sekunder. 
a) Data Primer 
Data primer adalah sumber data yang memiliki otoritas, artinya bersifat 
mengikat. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan data primer berupa Pasal 35 
Jo. 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sabagaimana telah 
diperbaharui dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan 
Transaksi Elektronik, Serta wawancara kepada pegawai PT. Grab Indonesia 
cabang Surabaya, Satreskrim Polrestabes Surabaya, korban penipuan saldo ovo, 
mantan pelaku penipuan saldo ovo, serta para driver yang ada di Surabaya. 
b) Data Sekunder 
Data sekunder yakni data yang dapat menjadi penunjang data primer, dengan 
demikian penulis mengambil beberapa sumber data sekunder berupa: 
                                                          
20 J. R Raco, Metode Penelitian Kualitatif (Jakarta: PT. Grasindo,2013), 10 



































a) Buku-buku yang membahas pertanggungjawaban pidana 
b) Buku-buku yang membahas penerapan hukum 
c) Buku-buku yang membahas cybercrime 
d) Jurnal, artikel, koran, media massa yang menunjukkan bahwasanya 
penipuan saldo ovo oleh driver grab Indonesia benar-benar terjadi dan 
bukan merupakan berita bohong. 
3. Teknik Pengumpulan Data 
Untuk memperoleh data yang dibutuhkan dalam penelitian tersebut 
digunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut: 
a) Observasi 
Observasi merupakan pengamatan dan pencatatan secara sistematis 
fenomena-fenomena yang di teliti. Dalam penelitian ini demi memperoleh data 
yang dibutuhkan, penulis melakukan pengamatan di lapangan terhadap penerapan 
pasal 35 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi 
Elektronik, terhadap kasus penipuan saldo ovo yang dilakukan oleh driver grab 
Indonesia. 
b) Wawancara  
Wawancara adalah proses tanya jawab dengan maksud untuk 
mengkonstruksi mengenai orang, kegiatan organisasi dan sebagainya yang 
dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara dan orang yang diwawancarai.21 
                                                          
21 Burhan Bungin, Metode Penelitian Kualitatif (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2007), 155 



































Dalam penelitian ini penulis melakukan wawancara terhadap pegawai kantor grab 
cabang Surabaya, Satreskrim Polrestabes Surabaya, korban penipuan saldo ovo, 
mantan pelaku penipuan saldo ovo, serta para driver yang ada di Surabaya  untuk 
mengetahui apa benar pernah ada penipuan saldo ovo yang dilakukan oleh driver 
grab Indonesia serta apakah pelaku dapat dijerat dengan pasal 35 UU No.19 Tahun 
2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. 
c) Pustaka 
Pustaka merupakan teknik pengumpulan data dengan cara membaca, 
menelaah, merangkum, dan mencatat hal-hal yang berkaitan dengan penelitian ini 
yang bersumber dari buku-buku, maupun jurnal-jurnal yang memiliki keterkaitan 
terhadap penelitian penulis. 
4. Teknik Pengolahan Data 
Data-data yang penulis peroleh dari berbagai sumber kemudian diolah 
sebagai berikut: 
a) Editing, yaitu memeriksa kembali data secara cermat tentang kelengkapan data 
serta hal yang perlu dikoreksi dari data yang telah dihimpun berdasarkan hasil 
observasi dan penelitian lapangan sehingga pertanyaan dalam rumusan masalah 
dapat terjawab sepenuhnya. 
b) Organizing, yaitu menyusun data-data yang telah penulis peroleh dalam suatu 
kerangka paparan untuk melengkapi seluruh data analisis pertanggungjawaban 
pidana penipuan saldo ovo yang dilakukan oleh driver grab Indonesia. 



































c) Analyzing, yaitu memberikan analisis pertanggungjawaban pidana penipuan 
saldo ovo dalam perspektif Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Positif. 
5. Teknik Analisis Data 
Teknik yang digunakan penulis dalam menganalisis data dalam penelitian ini 
adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan empiris. 
a. Deskriptif Kualitatif 
 Deskriptif kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami 
fenomena tentang apa yang dialami subjek penelitian, yang diperoleh dalam 
bentuk data baik secara tertulis, ucapan lisan, atau tindakan yang diperoleh melalui 
observasi, wawancara, dokumentasi yang disajikan secara sistematis, faktual, dan 
akurat mengenai fakta yang terjadi di lapangan dan disajikan dalam bentuk tertulis 
bukan dalam bentuk angka.22 
b. Empiris 
Empiris adalah suatu kegiatan untuk mengkaji suatu hukum yang berlaku 
serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat.23 
I.  Sistematika Pembahasan 
                                                          
22 Lexy J. Moleong, Metode Penelitian Kualitatiff (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005), 9 
23 Bambang Waluyo, Penelitian Hukum Dalam Praktek (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), 15 



































Agar mempermudah bagi penulis dan pembaca dalam memahami karya 
ilmiah ini. Dengan demikian karya ini menggunakan sistematika pembahasan 
sebagai berikut: 
Bab pertama yang berisi pendahuluan yang memuat latar belakang, identifikasi 
masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan 
penelitian, kegunaan penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan 
sistematika pembahasan. 
Bab kedua membahas tentang konsep pertanggungjawaban pidana dan penegakan 
hukum. Dalam bab ini penulis akan menjelaskan tentang pengertian 
pertanggungjawaban pidana, dasar hukum pertanggungjawaban pidana, hapusnya 
pertanggungjawaban pidana serta penegakan hukum menurut Hukum Pidana Islam 
dan Hukum Positif 
Bab ketiga membahas deskripsi penipuan saldo ovo oleh driver grab Indonesia 
menurut kode etik grab. Dalam bab ini penulis akan menjelaskan tentang praktik 
penipuan saldo ovo yang dilakukan oleh driver grab Indonesia, beserta penerapan 
pasal 35 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang informasi dan transaksi 
elektronik dalam kasus penipuan saldo ovo yang dilakukan driver grab Indonesia. 
Bab keempat berisi tentang analisis praktik penipuan saldo ovo oleh driver grab 
Indonesia dan analisis pertanggungjawaban pidana penipuan saldo ovo oleh driver 
grab Indonesia dalam prespektif Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif. 
Bab kelima penutup, berisi kesimpulan dan saran. Disini penulis akan menjelaskan 
hasil penelitian dari pokok permasalahan dan solusi penyelesaiannya.   




































KONSEP PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DAN PENEGAKAN 
HUKUM MENURUT HUKUM PIDANA ISLAM DAN HUKUM POSITIF 
 
A. Pertanggungjawaban pidana dalam Hukum Pidana Islam 
1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana 
Pertanggungjawaban pidana adalah pembebanan seseorang atas akibat 
dari perbuatan atau tidak ada perbuatan yang telah dikerjakannya atas kemauan 
sendiri, dimana dalam hal ini pelaku mengetahui maksud dan akibat dari 
perbuatannya tersebut.1 Artinya baik orang tersebut melakukan perbuatan 
seperti menghilangkan nyawa orang lain dengan cara memasukkan racun 
sianida ke dalam minuman korban, sehingga korban yang meminumnya akan 
meninggal dunia, atau orang tersebut tidak melakukan perbuatan seperti 
penjaga palang pintu kereta api, ketika kereta api melintas tugas penjaga palang 
pintu kereta api adalah menutup palang yang dia jaga, tetapi jika pelaku tidak 
menutup (tidak melakukan perbuatan) palang pintu kereta api tersebut, yang 
dapat mengakibatkan kecelekaan sehingga menyebabkan orang lain meninggal 
dunia. Penjaga palang pintu kereta api mengetahui bahwasanya jika dia tidak 
menutup palang keretanya maka akan mengakibatkan terjadinya kecelakaan. 
Dengan demikian orang yang melakukan perbuatan atau yang tidak melakukan 
perbuatan dapat dimintai pertanggungjawaban pidana selama dikerjakannya 
                                                          
1 Ahmad Hanafi, Asas-Asas Hukum Pidana Islam (Jakarta: Bulan Bintang, 2005), 120 



































atas kemauan sendiri, serta pelaku mengetahui maksud dan akibat dari 
perbuatannya tersebut. Dalam Hukum Pidana Islam, pertanggungjawaban 
pidana didasarkan pada tiga hal yakni;2 
a. Adanya perbuatan yang dilarang dalam peraturan perundang-undangan 
b. Kebebasan dalam berbuat atau tidak berbuat (tidak ada daya paksa). 
c. Kesadaran bahwa perbuatan itu mempunyai akibat tertentu. 
Dengan adanya syarat tersebut, dapat dimengerti bahwa setiap subjek 
hukum yang dapat dibebani pertanggungjawaban pidana adalah yang 
perbuatannya memenuhi ketiga syarat tersebut. Dengan demikian perbuatan yang 
belum diatur dalam peraturan perundang-undangan, orang yang dipaksa atau 
terpaksa melakukan perbuatan pidana, orang yang kesehatan jiwanya tidak normal 
seperti cacat mental atau orang gila tidak dapat dibebani pertanggungjawaban 
pidana, karena tidak memenuhi ketiga syarat pertanggungjawaban pidana. 
Pada abad pertengahan sampai sebelum meletusnya revolusi Prancis, pada 
masa itu hewan dapat dibebani pertanggungjawaban pidana dan dijatuhi hukuman. 
Selain itu, pada masa tersebut, pertanggungjawaban pidana dapat dibebani kepada 
manusia yang telah meninggal dunia. Pada masa tersebut seseorang harus 
mempertanggungjawabkan perbuatan orang lain, meskipun orang tersebut tidak 
tahu dan tidak ikut serta melakukan. Setelah revolusi Prancis, hanya orang yang 
                                                          
2 Sahid HM, Epistemologi Hukum Pidana Islam (Surabaya: Pustaka Idea, 2015), 119 



































masih hidup serta memiliki pengetahuan dan pilihan yang dapat dibebani suatu 
pertanggungjawaban pidana. 3 
2. Dasar Hukum Pertanggungjawaban Pidana 
Setiap orang yang bertanggung jawab atas suatu tindak pidana yang telah 
diperbuat adalah orang yang melakukan kejahatan, bukan orang lain yang harus 
mempertanggungjawabkan suatu perbuatan yang tidak orang tersebut lakukan, 
Hal tersebut berdasarkan firman Allah:  
اَلنو ُرِزنت ٌةنرِزانو نرْزِِّو ىٰرْخُا َْنِانو ُعْدنت ٌَةَلَقْثُم ىٰلِا انهِلْمِح اَل ْلنمْحُي ُهْنِم ٌءْينش ْوَلَّو َناَك اَذ ىٰبْرُق  
Artinya: “Dan orang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Dan 
jika seseorang yang berat dosanya memanggil (orang lain) untuk 
memikul dosanya itu tiadalah akan dipikulkan untuknya sedikitpun 
meskipun (yang dipanggilnya itu) kaum kerabatnya.”4 
ْننم َلِمنع اًحِلانص هِسْفنِلَف َْننمنو َءۤانسَا انهْيَلنعَف انمنو َنكُّبنر  َماَّلَظِب ِدْيِبنعْلِِّل   
Artinya: “Barangsiapa yang mengerjakan amal yang saleh maka (pahalanya) 
untuk dirinya sendiri dan barangsiapa yang berbuat jahat maka 
dosanya atas dirinya sendiri, dan sekali-sekali tidaklah Tuhanmu 
menganiaya hamba-hamba (Nya).”5 
 اَّلَا ُرِزنت ٌَةنرِزانو َنرزِّو ىٰرخُا  
Artinya: “Bahwasanya seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang 
lain.”6 
                                                          
3 Abdul Qadir Audah, Ensiklopedi Hukum Pidana Islam (Jakarta: Kharisma Ilmu, 2008), 55 
4 Al-Qur’an, 35 [Fatir]: 18 
5 Ibid., 41 [fussilat]: 46 
6 Ibid., 53 [An-Najm]: 38 



































Berdasarkan ayat di atas, orang yang melakukan suatu tindak pidana 
dapat dimintai pertanggungjawaban pidana kepada si pembuat bukan orang lain 
atau kerabat dari si pembuat yang bertanggungjawab. Karena orang yang 
melakukan kejahatan akan memikul dosanya sendiri, bukan orang lain. 
Pertanggungjawaban pidana di dalam hukum pidana Islam adalah hal 
yang penting, karena merupakan suatu syarat dapat atau tidak dipidananya 
seseorang yang telah dinyatakan terbukti melakukan perbuatan melanggar 
hukum pidana Islam. Artinya secara materil orang tersebut melanggar aturan 
hukum pidana Islam, tetapi secara moril orang tersebut adalah orang gila dan 
tidak tahu apa akibat yang telah dia perbuat. Dengan demikian secara materil 
telah terpenuhi tetapi secara moril tidak terpenuhi maka orang tersebut tidak 
dapat dipidana dan tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.7 
3. Hapusnya Pertanggungjawaban Pidana 
Pertanggungjawaban pidana dapat dihapus karena adanya beberapa 
sebab, baik yang berkaitan dengan perbuatan pelaku maupun keadaan pelaku. 
Oleh karena itu, tidak setiap pelaku kejahatan dapat dimintai 
pertanggungjawaban pidana dan dijatuhi sanksi pidana. secara konkrit 
perbuatan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana dalam hukum 
pidana Islam adalah:8 
                                                          
7 Amran Suadi dan Mardi Candra, Politik Hukum Prespektif Hukum Perdata dan Pidana Islam 
serta Ekonomi Syariah (Jakarta: Kencana, 2016), 301 
8 Zakaria Syafei, “Pertanggungjawaban Pidana dalam Hukum PIdana Islam”, Jurnal Al-Qalam, 
Vol 31 no. 1 (Januari-Juni, 2014), 112-115 



































1) Menjalankan Ketentuan Syari’at. 
Setiap umat manusia yang beragama Islam memiliki kewajiban patuh 
kepada Allah, Rasul dan Ulil Amri dalam menegakkan hukum. Sebagai 
contoh adalah seorang hakim yang menjatuhkan putusan berupa potong 
tangan kepada pelaku pencuri sapi, dalam hal ini seorang hakim tidak dapat 
disalahkan atas terpotongnya tangan pelaku pencuri sapi, dan tidak dapat 
dikenakan hukuman qisas (potong tangan). Dikarenakan dalam hal ini 
seorang hakim sedang menjalankan ketentuan berdasarkan Syari’at 
sehingga tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana dan tidak dapat 
dijatuhi sanksi pidana. 
2) Perintah Jabatan.  
Kewabajiban taat kepada ulil amri tetap ada batasnya. Taat kepada ulil umri 
bukan berarti taat kepada seorang ulil amri yang sedang menjabat, tetapi 
taat kepada peraturan perundang-undangan yang telah dibuat oleh ulil amri. 
Hanya perintah penguasa yang sah dan sesuai dengan ketentuan Syari’at 
Islam yang wajib dipatuhi. Jika perintah penguasa tersebut menyimpang 
dari Syari’at Islam maka kewajiban untuk mematuhi perintah menjadi 
lenyap. 
3) Daya Paksa. 
Paksaan adalah suatu upaya yang dilakukan oleh seseorang untuk 
mempengaruhi orang lain agar ia melakukan apa yang dia harapkan dengan 
menggunakan ancaman, sehingga orang yang melakukan tindak pidana 



































karena terdapat paksaan dari suatu pihak maka seorang yang dipaksa 
tersebut tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.  
  4) Pembelaan Diri.  
siapa saja yang berperang dijalan Allah meskipun sampai membunuh, dia 
akan memperoleh ganjaran akhirat berupa surga. Dengan demikian 
seseorang yang membunuh dengan catatan membunuh dijalan Allah maka 
bukan merupakan suatu tindak pidana dan tidak dapat dimintai 
pertanggungjawaban pidana serta dikecualikan dari hukuman.  
  5) Meninggalnya Pelaku Kejahatan.  
Seseorang yang telah meninggal tidak dapat dimintai pertanggungjawaban 
pidana, karena setelah revolusi Prancis hanya seseorang yang masih hidup 
yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.9 
  6) Pendidikan.  
Orang yang berhak memberikan Pendidikan adalah suami terhadap istinya dan 
orang tua terhadap anaknya. Seorang suami mendidik istinya jika sang isti 
tidak mentaati hal-hal yang harus ditaati. Para fuqaha sepakat bahwa suami 
pada umumnya berhak memberi pendidikan kepada istri, seperti istri boros 
dalam menggunakan harta suami. Menurut Malik, Abu Hanifah, suami tidak 
boleh memukul istri pada penyimpangan pertama melainkan penyimpangan 
yang dilakukan secara berulang kali atau berkelanjutan. Jika istri menyimpang 
                                                          
9 Ibid., 118 



































untuk pertama kali, suami menasehatinya dengan sikap yang halus supaya 
sang istri tidak mengulangi perbuatannya, jika sang istri tetap melakukan 
penyimpangan kedua kalinya, suami boleh meninggalkannya sendirian di 
tempat tidur. Jika masih tetap melakukan penyimpangan ketiga kalinya, maka 
suami boleh memukul sang istri. Sedangkan dalam mazhab Shafi’i dan 
Hambali, suami berhak memukul istinya pada penyimpangan yang dilakukan 
meskipun baru satu kali, baik didahului dengan pemberian nasehat atau belum. 
Selain itu pukulan tidak boleh melukai dan tidak mengenai wajah dan anggota 
badan yang sensitif seperti perut dan kemaluan. Pukulan juga tidak boleh 
berlebihan dan layak dianggap sebagi pendidikan.10 
   7) Pengobatan.  
Para fuqaha sepakat bahwa akibat yang merugikan pasien tidak 
dipertanggungjawabkan kepada dokter yang mengobati.  
Syarat-syarat yang harus dipenuhi agar bebas dari pertanggungjawaban pidana 
adalah:11 
a). Orang yang melakukan pengobatan adalah dokter. 
b). Pekerjaan yang dilakukan dimaksudkan untuk mengobati dan didasarkan 
dengan niat yang baik.  
                                                          
10 Sahid HM, Epistemologi Hukum Pidana Islam (Surabaya: Pustaka Idea, 2015), 130 
11 Ibid., 134 



































c). Pekerjaan yang dilakukan sudah sesuai standar operasional yang diatur 
dalam aturan medis. 
d). Orang yang sakit atau orang yang menjadi wali menyetujuinya.  
Contohnya, jika terdapat pasien yang telah mengalami kecelakaan, dokter 
menyatakan beberapa anggota badan pasien tersebut harus segera 
diamputasi jika tidak diamputasi akan menjadi lebih buruk bagi keadaan 
pasien. Ketika sang pasien atau wali pasien menyetujui akan tindakan 
dokter yang mengamputasi beberapa anggota badan pasien tersebut, maka 
dalam hal ini dokter tersebut tidak dapat dimintai pertanggungjawaban 
pidana karena sang dokter melakukan tindakan amputasi dengan maksud 
untuk mengobati dan sudah sesuai standar operasional ditambah telah 
mendapat persetujuan dari pasien atau wali pasien. 
    8) Olahraga.  
Hukum Pidana Islam memperkenalkan aktifitas untuk menyehatkan fisik, 
menyegarkan pikiran, dan membangkitkan keberanian agar muncul sikap 
kesatria dan pahlawan melalui kegiatan olahraga seperti pacuan kuda, 
panah, tinju, sepak bola. Permainan olahraga terkadang mengakibatkan 
luka-luka, baik yang menimpa pemain maupun orang lain seperti wasit 
bahkan supporter. Apabila sakit atau luka-luka itu timbul dari permainan 
kekuatan dan kekerasan antara semua pihak yang bermain olahraga yang 
seharusnya tidak perlu terjadi, maka yang berlaku adalah aturan umum 
karena tidak termasuk dalam bagian permainan olahraga. Apabila pemain 



































dengan sengaja melakukan, dia harus bertanggung jawab atas 
kesengajaannya, jika dilakukan karena kelalaiannya maka dia harus 
bertanggung jawab atas kelalaiannya.12  
       9)  Hak-Hak dan Kewabajiban Penguasa.  
Hukum Pidana Islam meletakkan kewajiban atas penguasa yang harus 
dilaksanakan untuk mewujudkan kepentingan dan kemaslahatan umat. 
Orang yang melaksanakan kewajiban tersebut adalah penguasa dengan 
berbagai tingkatan dan kewenangan. Jika seseorang petugas melaksanakan 
kewajibannya, dia tidak dibebani pertanggungjawaban pidana. Contohnya 
adalah seorang algojo yang tugasnya mengeksekusi orang sampai tidak 
bernyawa. Maka algojo tersebut tidak dapat dimintai pertanggungjawaban 
pidana meskipun telah membunuh seseorang.13 
2. Pertanggungjawaban Pidana dalam Hukum Positif 
a. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana 
Dalam Bahasa asing pertanggungjawaban pidana adalah 
“teorekenbaarheid”, “criminal responsibility”, “criminal liability”. Bahwa 
pertanggungjawaban pidana dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang 
tersangka atau terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atau tidak. 
Dengan perkataan lain apakah terdakwa akan dipidana atau dibebaskan. Jika 
                                                          
12 Ibid., 134 
13 Ibid., 136 



































dia dipidana, harus dibuktikan bahwa tindakan yang dilakukan bersifat 
melawan hukum dan terdakwa mampu untuk bertanggung jawab.14 
Dalam hukum pidana konsep pertanggungjawaban merupakan konsep 
sentral yang dikenal dengan ajaran kesalahan. Dalam Bahasa latin ajaran 
kesalahan dikenal dengan sebutan mens rea. Doktrin mens rea dilandaskan pada 
suatu perbuatan tidak mengakibatkan seseorang bersalah kecuali jika terdapat 
niat jahat. Dalam bahasa Inggris doktrin mens rea dirumuskan dengan an act 
does not make a person guilty, unless the mind is legally blameworthy. 
Berdasarkan asas tersebut, terdapat dua syarat yang wajib dipenuhi untuk bisa 
menjatuhkan pidana kepada seseorang, yakni ada perbuatan lahiriah yang 
terlarang/perbuatan pidana (actus reus), dan ada sikap batin jahat (mens rea). 15 
Menurut Chairul Huda bahwa dasar adanya tindak pidana adalah asas 
legalitas, sedangkan dasar dapat dipidananya pelaku adalah asas kesalahan. 
Dengan demikian bahwa pelaku tindak pidana hanya akan dipidana jika ia 
mempunyai kesalahan dalam melakukan tindak pidana tersebut. Kapan 
seseorang dikatakan mempunyai kesalahan menyangkut masalah 
pertanggungjawaban pidana. Oleh karena itu, pertanggungjawaban pidana 
adalah pertanggungjawaban orang terhadap suatu tindak pidana yang 
dilakukannya. Tegasnya, yang dipertanggungjawabkan orang itu adalah tindak 
pidana yang dilakukannya. Terjadinya pertanggungjawaban pidana karena telah 
                                                          
14 Sianturi, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya (Jakarta: Sinar Grafika, 
2002), 250 
15 Hanafi, “Reformasi Sistem Pertanggungjawaban Pidana”, Jurnal Hukum, Vol. 6 No. 11 Tahun 
1999, 27 



































ada tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang. Pada hakikatnya 
pertanggungjawaban pidana merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh 
hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas kesepakatan menolak 
suatu perbuatan tertentu. 16 
Roeslan Saleh menyatakan bahwa pertanggungjawaban pidana diartikan 
sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan 
secara subjektif memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya 
itu. Maksud celaan objektif adalah bahwa perbuatan yang dilakukan oleh 
sesorang itu mempunyai kesalahan baik berupa kesengajaan ataupun kelalaian. 
Sedangkan maksud celaan subjektif menunjuk kepada orang yang melakukan 
perbuatan yang dilarang dalam peraturan perundang-undangan.17 
Khusus terkait celaan objektif dan celaan subjektif ini, Sudarto 
mengatakan bahwa dipidananya seseorang tidaklah cukup apabila orang itu 
telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat 
melawan hukum (celaan objektif). Jadi meskipun perbuatan tersebut memenuhi 
rumusan delik dalam suatu peraturan perundang-undangan, namun hal tersebut 
belum memenuhi syarat penjatuhan pidana. Untuk pemidanaan masih perlu 
adanya syarat untuk penjatuhan pidana, yakni orang yang melakukan perbuatan 
                                                          
16 Chairul Huda, Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban 
Pidana Tanpa Kesalahan (Jakarta: Kencana, 2006), 68 
17 Roeslan Saleh, Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana (Jakarta: Aksara Baru, 
1983), 75 



































itu mempunyai kesalahan atau bersalah (celaan subjektif). Orang tersebut harus 
mempertanggungjawabkan atas semua perbuatan yang telah dilakukannya.18 
Sudarto, menyatakan bahwa agar seseorang memiliki aspek 
pertanggungjawaban pidana, dalam arti dipidananya pelaku terdapat beberapa 
syarat yang harus dipenuhi yakni:19 
1. Adanya suatu tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku 
2. Adanya unsur kesalahan berupa kesengajaan atau kelalaian 
3. Adanya pelaku mampu bertanggung jawab 
4. Tidak ada alasan pemaaf 
Berdasarkan uraian diatas, seseorang baru dapat dimintai 
pertanggungjawaban pidana jika sebelumnya orang tersebut telah terbukti 
melakukan perbuatan yang dilarang. Merupakan hal yang tidak mungkin jika 
terdapat seseorang yang dimintai pertanggungjawaban pidana sementara dia 
sendiri tidak melakukan perbuatan melawan hukum. 
b. Dasar Hukum Pertanggungjawaban Pidana  
Dasar pertanggungjawaban pidana adalah kesalahan. Dalam arti sempit 
kesalahan dapat berbentuk sengaja (opzet) atau lalai (culpa). Membahas 
tentang kesalahan berarti membicarakan pertanggungjawaban. Artinya 
                                                          
18 Sudarto, Hukum Pidana, Badan Penyedian Bahan-bahan Kuliah, Semarang: FH UNDIP, 1988, 
85 
19 Sudarto, Hukum dan Hukum Pidana (Bandung: Alumni, 1986), 77 



































pertanggungjawaban pidana merupakan dasar fundamental dalam suatu hukum 
pidana sehingga kesalahan merupakan jantungnya hukum pidana. Hal ini 
menunjukkan bahwa dasar dipertanggungjawabkan perbuatan seseorang, 
diletakkan di dalam konsep atau dasar pemikiran kepada terbukti tidaknya 
suatu unsur-unsur dalam tindak pidana. Artinya jika terbukti unsur-unsur 
pidananya, maka terbukti juga kesalahannya. Ini berarti pertanggungjawaban 
pidana dilekatkan kepada unsur-unsur tindak pidana.20 
Kesalahan (schuld) dalam arti hukum pidana terdiri dari sengaja (opzet) 
dan lalai (culpa). Apabila pertanggungjawaban pidana merupakan dasar dari 
kesalahan, maka sengaja dan lalai adalah dasar dari kesalahan. Artinya 
kesalahan dalam hukum pidana terdiri dari kesalahan yang diakibatkan dengan 
sengaja atau kelalaian.  
1. Sengaja (opzet) 
Sengaja disebut juga dolus dan biasanya diterjemahkan dengan “sengaja”. 
Sengaja ini merupakan salah satu unsur dari tindak pidana. Menurut doktrin inti 
dari sengaja itu ialah kehendak seseorang. Kehendak itu dapat ditujukan kepada 
perbuatan itu sendiri dan dapat pula ditujukan pada akibat perbuatan. Menteri 
Kehakiman Negara Belanda Modderman mengartikan bahwa sengaja itu 
merupakan tindakan yang bermaksud untuk melakukan kejahatan tertentu. 
Sedangkan dalam Memorie van Toelichthing mengartikan sengaja sebagai 
suatu kehendak untuk berbuat yang perbuatan tersebut dilarang oleh undang-
                                                          
20 H.M. Rasyid Ariman, Hukum Pidana (Malang: Setara Press, 2015), 205 



































undang. Artinya bahwa seseorang yang melakukan perbuatan tertentu tidak 
hanya menghendaki perbuatan itu sebagai tujuan, tetapi juga harus mengetahui 
bahwa akibat apa setelah dia melakukan perbuatannya.21 
2. Kelalaian (culpa) 
Lalai (culpa) juga termasuk salah satu unsur dalam suatu tindak pidana 
misalnya pasal 359 KUHP “Barang siapa karena kealpaannya menyebabkan 
matinya orang, dipidana penjara selama-lamanya 5 tahun dan atau kurungan 
selama-lamanya 1 tahun”. Dalam doktin schuld dalam artis sempit kealpaan ini 
disebut culpa, culpa itu adalah suatu bentuk kesalahan yang terkadang hanya 
terjadi karena kebetulan belaka.22 
c. Hapusnya Pertanggungjawaban Pidana 
Didalam KUHP menjelaskan mengenai beberapa pasal yang pada intinya 
seseorang tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atau tidak dapat 
dipidana yaitu:23 
1. Pasal 44 KUHP ontoerekeningsvatbaarheid 
2. Pasal 48 KUHP overmacht 
3. Pasal 49 KUHP noodweer  
4. Pasal 50 KUHP wettelijkvoorschrift 
                                                          
21 Ibid., 222 
22 Ibid., 237 
23 H.M. Rasyid Ariman, Hukum Pidana (Malang: Setara Press, 2015), hlm 245 



































5. Pasal 51 KUHP ambtelijkbewel 
a). Tidak Mampu Bertanggungjawab (ontoerekeningsvatbaarheid) 
Pasal 44 KUHP: “Tidak dapat dipidana barangsiapa melakukan perbuatan 
oleh karena jiwa dari si pembuat itu tidak tumbuh dengan sempurna atau 
diganggu oleh penyakit sehingga si pembuat tidak dapat untuk dimintai 
pertanggungjawaban”. Menurut pasal ini maka seseorang yang memiliki 
kejiwaan yang terganggu maka tidak dapat dimintai pertanggungjawaban 
pidana.24 
b). Daya Paksa (overmacht) 
Daya paksa (overmacht) adalah setiap kekuatan atau paksaan atau 
tekanan yang sedemikian rupa sehingga tidak dapat dihindari. Pasal 48 KUHP: 
“Barangsiapa yang melakukan suatu perbuatan didorong oleh keadaan terpaksa 
tidak dapat dipidana”. Maka setiap orang yang melakukan kejahatan karena 
terdapat unsur paksaan dari pemaksa maka seseorang tersebut tidak dapat untuk 
dimintai suatu pertanggungjawaban pidana dan tidak dapat dipidana.25 
c). Pembelaan Terpaksa (noodwer) 
Pasal 49 ayat (1) KUHP: “Tak dapat dipidana barangsiapa melakukan 
perbuatan yang terdorong oleh suatu pembelaan yang mendesak, perbuatan 
mana dilakukan untuk membela tubuh, kesusilaan atau harta benda terhadap 
                                                          
24 Ibid., 245 
25 Ibid., 246 



































suatu serangan yang timbul secara mendadak atau yang mengancam secara 
langsung, dan mengancam dengan segera pada saat itu juga”. Maka dalam hal 
tersebut terdapat dua syarat pokok sehingga bisa dikatakan sebagai pembelaan 
terpaksa yaitu:26 
1. Serangan itu harus timbul secara mendadak atau mengancam secara 
langsung dan serangan itu bersifat bertentangan dengan hukum. 
2. Pembelaan itu harus karena terpaksa, tiada kemungkinan untuk menghindar 
dari serangannya dan tiada kemungkinan untuk lari. 
d). Menjalankan Undang-Undang (wettelijk voorschrift) 
Pasal 50 KUHP: “Barangsiapa melakukan perbuatan untuk menjalankan 
peraturan perundang-undangan, tidak boleh dipidana”. Yang dimaksud 
peraturan perundang-undangan disini yaitu semua peraturan yang dibuat oleh 
suatu badan pemerintahan yang diberi kekuasaan untuk membuat undang-
undang. Menjalankan undang-undang artinya tidak hanya terbatas pada 
melakukan perbuatan yang diperintah berdasarkan undang-undang tetapi lebih 
luas lagi yakni meliputi perbuatan yang dilakukan atas wewenang yang 
diberikan oleh undang-undang. Contohnya seorang polisi yang menembakkan 
pistolnya kepada seseorang tahanan yang sedang melarikan diri dari 
tahanannya. Dalam hal tersebut polisi tidak dapat dimintai suatu 
pertanggungjawaban pidana karena sedang menjalankan undang-undang.27 
                                                          
26 Ibid., 253 
27 R. Soesilo, KUHP serta komentar-komentarnya (Bogor: Politeia, 1995), 66 



































e). Menjalankan Perintah Jabatan 
Pasal 51 ayat (1) KUHP: 
“Tidak dipidana barang siapa yang melakukan perbuatan untuk menjalankan 
perintah jabatan yang diberikan oleh kuasa yang berhak, tidak boleh dipidana” 
Pasal 51 ayat (2) KUHP: 
“Perintah jabatan yang diberikan oleh kuasa yang tidak berhak tidak 
membebaskan dari hukuman, kecuali jika pegawai yang dibawahnya atas 
kepercayaannya memandang bahwa perintah itu seakan-akan diberikan kuasa 
yang berhak dengan sah dan menjalankan perintah itu menjadi kewajiban 
pegawai yang dibawah perintah tadi” 
Syarat pertama untuk seseorang dinyatakan menjalankan perintah jabatan 
yakni, bahwa orang itu melakukan perbuatan atas suatu perintah jabatan, syarat 
kedua perintah harus diberikan oleh kuasa yang berhak untuk perintah itu, jika 
kuasa tidak berhak maka yang menjalankan perintah tersebut dapat dimintai 
suatu pertanggungjawaban pidana. Sebagai contoh seorang polisi atas perintah 
dari pembantu jaksa untuk menahan orang, dia tidak dapat dihukum karena 
sedang menjalankan perintah jabatan, tetapi jika dia mendapat perintah untuk 
memukuli seorang tersangka yang tidak mau mengakui perbuatannya, maka 
polisi tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban pidana dan dapat dihukum 
karena polisi tersebut dipandang memahami bahwa pembantu jaksa tidak 
berhak untuk memberikan perintah semacam itu.28 
 
 
                                                          
28 Ibid., 67 



































3. Penegakan Hukum dalam Hukum Pidana Islam 
Didalam hukum Islam penegakan hukum lebih kepada tuntunan 
menegakkan kebenaran dan keadilan, sebagaimana terdapat dalam kitab Al-
Qura>n yang menyatakan: 
Surat An-Nisa’ ayat 135.29 
ّلِل ءاَدَهُش ِطْسِقْلاِب َينِماَّوَق ْاوُنوُك ْاوُنَمآ َنيِذَّلا اَهُّيَأ اَي َينِبَرْقَلأاَو ِنْيَدِلاَوْلا ِوَأ ْمُكِسُفنَأ ىَلَع ْوَلَو ِه
َو ْاوُلِدْعَت نَأ ىَوَهْلا ْاوُعِبَّتَت َلاَف اَمِهِب ىَلْوَأ ُهّللاَف اًيرَقَف ْوَأ اًّيِنَغ ْنُكَينِإ َهّللا َّنِإَف ْاوُضِرْعُت ْوَأ ْاوُوْلَت نِإ
اًيرِبَخ َنوُلَمْعَت اَمِب َناَك 
Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-
benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun 
terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. Jika ia 
kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. 
Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin 
menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutar balikkan 
(kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah 
adalah Maha Mengetahui segala apa yang kamu kerjakan.” 
Dari ayat tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwanya penegakan hukum 
tidak boleh pandang bulu, siapa saja yang melanggar hukum Islam maka layak 
untuk dijatuhi sanksi meskipun yang melakukan kejahatan adalah ibu, ayah 
dan kerabatnya sendiri, dalam ayat tersebut juga tidak membedakan 
penegakan hukum antara orang kaya dan miskin, siapun yang melanggar 
hukum Islam, maka akan dijatuhi sanksi pidana seseuai dengan peraturan yang 
berlaku. 
                                                          
29 Al-Qur’an, 4 [An-Nisa]: 135 



































Penegakan hukum adalah pelaksanaan hukuman terhadap siapa saja yang 
melanggar aturan hukum Islam. Proses pelaksanaan dari penjatuhan atau 
pemidanaan juga harus mengikuti pada ketentuan yang telah ditetapkan Allah 
SWT dan Rasulullah SAW, tidak boleh melaksanakan hukuman yang bukan 
melalui prosedur yang benar atau main hakim sendiri.30 
4. Penegakan Hukum dalam Hukum Positif 
Penegakan hukum merupakan rangkaian proses penjabaran ide dan cita-cita 
hukum yang memuat nilai-nilai moral seperti keadilan dan kebenaran kedalam 
bentuk yang konkrit, dalam mewujudkannya membutuhkan suatu organisasi 
seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan Lembaga pemasyarakatan sebagai 
unsur klasik penegakan hukum yang dibentuk oleh suatu negara, dengan kata lain 
bahwa penegakan hukum pada hakikatnya mengandung supremasi nilai 
substansial yaitu keadilan.31 
Secara konsepsional, maka inti dari penegakan hukum terletak pada kegiatan 
menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah untuk 
menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian. Oleh karena itu dapat 
dikatakan bahwa penegakan hukum bukanlah semata-mata melaksanakan 
peraturan perundang-undangan.32 
                                                          
30 Teuku Abdul Manan, Mahkamah Syar’iyah Aceh dalam Politik Hukum Nasional (Jakarta: 
Prenada Media Group, 2018), 149 
31 Satjipto Rahardjo, Penegakan Hukum (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009), vii 
32 Soerjono Soekanto, Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat (Jakarta: Rajawali Press, 2005), 5 



































Menurut Muladi, sebagai suatu proses yang bersifat sistematik, maka 
penegakan hukum pidana menampakkan diri sebagai penerapan hukum pidana, 
penerapan hukum haruslah dipandang dari 3 dimensi, yaitu:33 
1. Penerapan hukum dipandang sebagai sistem normatif yaitu penerapan 
keseluruhan aturan hukum yang menggambarkan nilai-nilai sosial yang 
didukung oleh sanksi pidana 
2. Penerapan hukum dipandang sebagai sistem administratif yang mencakup 
interaksi antara aparatur penegak hukum yang merupakan sub-sistem peradilan 
3. Penerapan hukum pidana merupakan sistem sosial, dalam arti bahwa dalam 
mendefinisikan tindak pidana harus pula diperhitungkan dalam prespektif 
pemikiran yang ada dalam lapisan masyarakat. 
Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi 
penegakan hukum yaitu:34 
a).   Faktor hukumnya sendiri, yakni undang-undang 
b). Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun 
menerapkan hukum 
c).   Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum 
                                                          
33 Muladi, Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana (Semarang: Badan Penerbit Universitas 
Diponegoro, 1995), 41 
34 Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum (Jakarta: PT. Raja 
Grafindo Persada, 2011), 8 



































d).  Faktor masyarakat yakni, lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau 
diterapkan 
e).   Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan 
pada manusia di dalam pergaulan hidup 
 




































DESKRIPSI PENIPUAN SALDO OVO OLEH DRIVER GRAB INDONESIA 
 
A. Gambaran Umum PT. Grab 
Grab adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang transpotasi berbasis 
online, Grab menawarkan penyediaan kendaraan roda dua dan roda empat. Pada 
tahun 2014 mulai masuk ke Indonesia, perusahaan ini berhasil menarik minat para 
pengemudi atau driver sebanyak 5 juta orang pada tahun 2017, terlebih sejak 
adanya aplikasi Grab, pengguna ojek Grab dapat dengan mudah menggunakan 
layanan ini untuk menjangkau tempat kerja, sekolah, cafe, ataupun tempat lain.1  
Grab, didirikan oleh Anthony Tan pada 2012. awalnya ide tentang Grab 
muncul ketika Tan yang masih menjadi mahasiswa di Harvard Business School 
mendengar keluhan temannya soal layanan taksi di Malaysia yang sering salah rute 
serta mengenakan tarif mahal kepada penumpangnya. 
Akhirnya, Tan mencoba untuk menjadikan masalah ini sebagai proyek 
kuliahnya. Ia mempresentasikan proyek ini di hadapan profesor pengajarnya 
dengan berbekal konsep ride sharing milik Garrett Camp. Tanpa disangka, proyek 
ini berhasil menjadi juara kedua Business Plan Contest di Harvard Business School 
dan finalis penghargaan Minimum Viable Product Funding Harvard. Baru setelah 
itu, Tan dan sesama rekannya di Harvard Business School, Ling, meluncurkan 
                                                          
1 Info Kerja, Mengenal Lebih Dekat Sejarah Grab, Pendiri Grab, Call Center Grab,  
https://luluskerja.com/sejarah-pendiri-call-center-grab/, diakses 14 November 2019 pukul 10.30 
 



































aplikasi My Taksi di Malaysia pada Juni 2012. Aplikasi ini kemudian dikenal 
sebagai GrabTaxi di negara lain. Tan meluncurkan Grab Taxi ini dengan modal 25 
ribu dollar AS atau Rp 358 juta. 
Namun, kisah awal perjalanan GrabTaxi tak semulus itu. Tan dan Ling 
mendapat banyak penolakan dari perusahaan taksi untuk bekerja sama. Hingga 
akhirnya perusahaan taksi kelima mau bergabung di GrabTaxi. Lambat laun, 
perjalanan Grab mulai berjalan lebih laju. Setahun kemudian, GrabTaxi berhasil 
masuk ke pasar Filipina, Singapura, dan Thailand. Selanjutnya,  
Pada 2014, GrabTaxi melebarkan sayapnya ke Vietnam dan Indonesia. Tan 
dan Ling mulai ingin mengembangkan bisnisnya. Mereka juga ingin mengajak 
perusahaan rental mobil atau orang pribadi yang ingin menjadikan mobilnya 
sebagai kendaraan bisnis untuk bergabung di GrabCar. Akhirnya, GrabCar resmi 
beroperasi pada Juli 2014. Empat bulan kemudian, tepatnya pada November 2014, 
Grab mulai membuka layanan GrabRide. GrabRide merupakan layanan 
transportasi online yang menggunakan jasa ojek motor. Kini, layanan ini menjadi 
jasa transportasi paling populer di Indonesia yang identik dengan kemacetan. 
Pada 2015, Grab tak lagi hanya jadi jasa transportasi. Perusahaan ini juga 
mulai menyediakan layanan pengantaran barang. Dengan nama GrabExpress, Grab 
membantu masyarakat Indonesia, Vietnam, Malaysia, dan Singapura yang ingin 
mengantarkan paket ke kerabat.  
Pada Januari 2016, Grab mulai memasuki dunia fintech dengan layanan 
GrabPay. GrabPay menjadi satu-satunya jasa pembayaran digital di Asia Tenggara 



































yang memiliki akses terhadap lisensi e-money di enam negara ekonomi raksasa 
ASEAN. Pengguna juga mulai bisa menikmati layanan GrabFood. President of 
Grab Indonesia, Ridzki Kramadibrata, mengatakan bahwa kini Grab Food saat ini 
sudah tersedia di 178 kota di Indonesia dan 187 kota di Asia Tenggara. 
Pada tahun 2018 Grab bekerjasama denga ovo untuk proses pembayaran 
secara non tunai yang semula proses pembayarannya melalui GrabPay kini berubah 
menjadi ovo.2 
B. Deskripsi Penipuan Saldo Ovo 
Menurut Saironi selaku driver grab penipuan saldo ovo dengan modus 
operandi sang driver menekan tombol selesaikan perjalanan tetapi belum 
mengantarkan pesanan dan saldo ovo milik penumpang akan otomatis terpotong 
meskipun pesanan tidak kunjung datang, dikarenakan sang driver menekan tombol 
selesai mengantar, perbuatan driver yang curang tersebut menurut Saironi makin 
marak terjadi di Indonesia khususnya kota-kota besar seperti Surabaya, tetapi yang 
perlu digarisbawahi dalam kasus ini bisa saja sang driver tidak sengaja menombol 
selesai mengantar karena menurutnya dia sendiri pernah mengalami hal tersebut 
tidak sengaja menekan tombol selesai mengantar, menurutnya jika terjadi kasus 
seperti ini pemesan ojek online lebih baik tunggu dulu sampai 1 atau 2 jam untuk 
menunggu apakah driver tersebut sengaja atau tidak sengaja menekan tombol 
                                                          
2Cahyu, Kisah Perjalanan Grab Dari Lahir Hingga Jadi Decacorn, 
https://www.liputan6.com/tekno/read/3912922/kisah-perjalanan-grab-dari-lahir-hingga-jadi-
decacorn, diakses 14 November 2019, pukul 11.30  
 



































selesai mengantar, dikarenakan meskipun driver tidak sengaja menekan tombol 
selesai mengantar riwayat perjalanan masih tersimpan didalam aplikasi grab driver 
sehingga jika driver tidak sengaja menekan maka ada itikad baik untuk teteap 
mengantar pesanan tersebut meskipun tidak sengaja menekan tombol selesai 
mengantar, apabila selama 2 jam lebih belum ada kabar baik dari pihak driver maka 
dipastikan driver tersebut telah melakukan penipuan saldo ovo, menurutnya jika 
warga pernah menjadi korban penipuan saldo ovo lebih baik segera melapor ke 
pihak yang berwajib supaya dapat diproses secara hukum.3 
Menurut Irfan selaku driver grab penipuan saldo ovo atau sering disebut 
dengan piksel adalah penipuan dengan modus operandi driver menekan tombol 
selesai mengantar tetapi tidak menjemput penumpang atau mengantarkan pesanan 
dan saldo ovo milik penumpang sudah terpotong semakin hari semakin sering 
kejadian tersebut banyak korban dari penipuan saldo ovo ini curhat melalui media 
sosial baik melalui status whatapp maupun membagikan pengalamannya ke 
facebook maupun twitter, menurutnya jika masyarakat telah menjadi korban 
penipuan saldo ovo dengan modus seperti itu maka segeralah memberi bintang 
satu dan segera lapor ke pihak customer service grab supaya kejadian tersebut 
dapat segera ditindaklanjuti, syukur-syukur jika sang driver nakal tersebut 
dikenakan suspend atau putus mitra.4 
Menurut Hendrik selaku pegawai grab membenarkan peristiwa tersebut 
bahwa peristiwa driver menekan tombol selesai mengantar tetapi sebenarnya 
                                                          
3 Muhammad Saironi, Wawancara, Surabaya, 25 November 2019 
4 Muhammad Irfan, Wawancara, Surabaya, 25 November 2019 



































driver tidak menjemput atau mengantar makanan akan tetapi saldo milik 
penumpang telah terpotong, dalam kasus ini pihak grab telah bertanggungjawab 
secara penuh dan maksimal kepada konsumen pengguna jasa transportasi online 
grab, dengan cara jika korban penipuan saldo ovo melapor ke pihak kami dengan 
menyertakan nomor orderan yang telah mereka pesan melalui aplikasi grab maka 
kami akan memproses kasus tersebut dan mengembalikan saldo ovo milik 
pengguna jasa secara penuh dan tidak ada potongan. Bagi driver yang terdeteksi 
oleh sistem bahwa telah melakukan manipulasi data maka akan diberi sanksi sesuai 
dengan kode etik yang berlaku bahkan bisa berujung pemutusan mitra.5  
C. Praktik dan Modus Penipuan Saldo Ovo 
Menurut AKP Agung Widoyoko, S.sos selaku KBO Satreskrim Polrestabes 
Surabaya bahwa perbuatan driver menekan tombol selesai pada aplikasi sebelum 
mengantarkan makanan atau orang ke tempat yang sudah sesuai dalam order maka 
dapat dikategorikan sebagai tindak pidana penipuan, mengingat dalam hal tersebut 
pelaku menggunakan media internet untuk melakukan kejahatan maka dalam hal 
tersebut berlaku asas Lex Spesialis Derogat Lex Generalis, yakni hukum yang 
bersifat khusus mengesampingkan hukum yang bersifat umum, maka dalam kasus 
tersebut pelaku dapat dijerat menggunakan Undang-Undang Informasi dan 
Transaksi Elektronik.  
Terlebih Agung Widoyoko menjelaskan bahwa seseorang dapat dipidana 
jika terdapat dua alat bukti yang sah dan kuat untuk menjerat pelaku, dalam pasal 
                                                          
5 Hendrik, Wawancara, Surabaya 23 November 2019 



































184 ayat (1) KUHAP yang termasuk dalam alat bukti adalah keterangan saksi, 
keterangan saksi ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Dari kelima alat 
bukti tersebut nantinya akan diproses oleh pihak penyidik, alat bukti mana saja 
yang dapat diserahkan kepada pihak penuntut umum untuk diajukan dalam 
persidangan.  
Menurut Agung Widoyoko Pasal 35 UU No.19 Tahun 2016 ini bukan 
termasuk dalam delik aduan, sehingga polisi dapat menangkap pelaku dari 
informan yang dimiliki pihak kepolisian, beliau juga pernah menangani kasus 
orderan fiktif yang dilakukan oleh driver grab yang berhasil terungkap meskipun 
tidak ada pihak yang merasa dirugikan melapor ke pihak kepolisian, polisi 
menangkap pelaku order fiktif setelah pihak polisi mendapat informasi adanya 
tindak pidana manipulasi data dari informan yang dimiliki pihak kepolisian.6 
Berdasarkan hasil wawancara dengan FM selaku mantan pelaku penipuan 
saldo ovo, terdapat dua modus yang dia gunakan saat melakukan penipuan yaitu 
1. Menekan tombol selesai mengantar dalam layanan grab bike, grab food, maupun 
grab express kepada setiap pengguna jasa transportasi online yang membayar 
secara non tunai yaitu menggunakan ovo, tetapi sebenarnya dalam hal ini 
pelaku belum mengantar pesanan kepada pengguna jasa, ketika pelaku 
menombol selesai mengantar maka secara otomatis saldo ovo milik pengguna 
                                                          
6 Agung Widoyoko, Wawancara, Surabaya, 29 November 2019. 



































jasa akan berpindah kepada pelaku. Sehingga mengakibatkan kerugian kepada 
pengguna jasa yang telah memesan ojek online. 
 
Gambar 3.1  
Gambar di atas adalah tombol selesai mengantar yang ada pada aplikasi grab 
driver 
2. Mengedit harga yang ada dalam aplikasi grab driver, semisal harga sesuai 
aplikasi pengguna jasa hanya membayar Rp.20.000,00 tetapi dalam fitur 
aplikasi grab driver terdapat menu edit yang dapat merubah harga sesuai dengan 
keinginan sang driver, dari yang semula pengguna jasa hanya membayar 
Rp.20.000,00 dapat dirubah menjadi Rp.50.000,00 dengan menggunakan menu 
edit yang ada didalam aplikasi grab driver. 





































Gambar diatas adalah tombol edit yang disalahgunakan untuk merubah tarif 
 
Menurut FM dia melakukan manipulasi tersebut dikarenakan ingin cepat 
memperoleh penghasilan secara instan tanpa harus keluar keringat, cukup 
dirumah atau warung dengan bermodal handphone android beserta akun grab 
driver saja dapat menghasilkan uang. 
Menurut FM sanksi yang diberikan pihak grab jika dia tidak mengantarkan 
pesanan adalah suspend selama 120 menit artinya FM tidak bisa mengaktifkan 
akun grab driver milknya selama 120 menit atau 2 jam, bahkan bisa berujung 
suspend seperti akun milik FM yang dia beli dari seseorang yang dia gunakan 
untuk melakukan penipuan saldo ovo. 





































Gambar diatas adalah sanksi bagi penipu saldo ovo 
 
 Terlebih FM berani melakukan penipuan tersebut dikarenakan akun grab 
driver yang dibuat untuk melakukan penipuan bukan milik dia sendiri 
melainkan hasil dari membeli akun grab driver dari forum jual beli akun grab 
driver atau akun yang dia sewa dari seseorang yang menyewakan akun grab 
driver miliknya, harapannya ketika pihak berwajib mengetahui kejahatan 
tersebut yang ditangkap adalah pemilik asli akun driver yang telah melakukan 
penipuan tersebut, tetapi sebenarnya akun driver tersebut telah dijual atau 
disewa oleh MF untuk disalahgunakan  dalam hal penipuan saldo ovo.7 
                                                          
7 FM, Wawancara, Surabaya, 24 November 2019 



































D. Akibat Penipuan Saldo Ovo  
Semakin susahnya lapangan pekerjaan membuat banyak orang yang 
tertarik untuk mendaftarkan dirinya untuk menjadi driver grab, syarat yang 
cukup mudah menjadi faktor penunjang bagi setiap orang yang mendaftarkan 
dirinya untuk menjadi driver grab, bahkan pendaftar juga tidak perlu datang ke 
kantor grab, bagi yang ingin mendaftar cukup memfoto berkas yang menjadi 
syarat untuk mendaftar kemudian cukup dengan menyetor foto tersebut kepada 
agen kudo yang bekerjasama dengan pihak grab. Banyaknya orang yang 
mendaftar sebagai driver grab membuat persaingan menjadi sangat ketat, 
banyak driver yang mengaku mengalami penurunan penghasilan, salah satunya 
adalah yusuf selaku driver grab Indonesia, menurut yusuf dulu dia sehari bisa 
mendapat orderan sebanyak 20 sampai 25 orderan, berangkat pagi pukul 05.00 
WIB sampai pukul 19.00 WIB, sekarang untuk mendapatkan 15 orderan saja 
sudah sangat susah, akibatnya banyak driver grab yang beralih profesi serta 
menjual atau menyewakan akun grab driver miliknya.8 Semakin banyak akun 
grab yang dijual atau disewakan membuat kesempatan bagi para pelaku 
kejahatan untuk memanfaatkan momen tersebut salah satunya adalah dengan 
membeli atau menyewa akun grab driver untuk disalahgunakan menjadi modus 
penipuan saldo ovo, akibatnya banyak orang yang merasa dirugikan akibat 
penipuan saldo ovo ini, berikut ini akibat yang ditimbulkan dari penipuan saldo 
ovo ini. 
                                                          
8 Yusuf, Wawancara, Surabaya, 25 November 2019 



































1. Pemilik akun asli grab driver 
      Pemilik akun asli grab driver akan sangat dirugikan karena akun yang dia 
jual atau sewakan ternyata telah disalahgunakan untuk kejahatan oleh pembeli 
atau penyewa akun grab miliknya, Sehingga apabila terjadi suatu tindak pidana 
yang peristiwa tersebut ada keterkaitannya dengan akun grab yang telah dia jual 
atau dia sewakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana, maka 
pemilik akun grab asli akan ikut berurusan dalam kejahatan yang telah 
diperbuat oleh pembeli atau penyewa akun grab tersebut, paling tidak dia akan 
dijadikan sebagai saksi dalam persidangan. 
2. Pengguna jasa transportasi online 
      Dalam kasus ini pengguna jasa transportasi online juga mengalami 
kerugian baik secara materi maupun psikis akibat driver grab yang mengambil 
saldo ovo miliknya. Secara materi jelas pengguna jasa mengalami kerugian 
dikarenakan pesanan yang dia pesan belum diterima tetapi saldo ovo miliknya 
telah terpotong. Secara psikis akibat dari driver grab menekan tombol selesai 
mengantar tetapi pesanannya tidak diantar dan saldo ovo miliknya telah 
terpotong akan mengakibatnya trauma untuk memesan jasa transportasi online 
jika harus membayar secara non tunai yakni dengan ovo, dikarenakan jika dia 
memesan transportasi online dengan metode pembayaran secara non tunai 
yakni dengan ovo maka pengguna jasa transportasi akan takut hal serupa 
terulang lagi.  



































Menurut Andrew selaku korban penipuan saldo ovo yang dilakukan oleh 
driver grab yang nakal, Andrew lebih memilih melaporkan kejadian tersebut 
kepada pihak customer servise grab, daripada harus melaporkan kejadian 
tersebut kepada pihak kepolisian, menurutnya jika dia melapor kepolisi maka 
urusan nya akan lebih rumit, memakan waktu dan butuh biaya untuk bolak balik 
ke kantor polisi, sehingga Andrew lebih memilih melaporkan kejadian yang 
menimpanya kepada pihak grab dengan mencantumkan bukti kode pemesanan 
yang dikirim melalui email, dan akhirnya pihak grab mengembalikan seluruh 
saldo ovo yang terpotong akibat driver grab yang menekan tombol selesai 
mengantar pada menu layanan grab food tetapi driver tersebut tidak 
mengantarkan pesanan kepada pemesan.9 
Menurut Risma selaku korban penipuan saldo ovo juga tidak mau 
melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian alasannya sama jika dia 
melapor kepada pihak kepolisian maka akan semakin rumit dan memakan 
waktu, Risma lebih memilih memberi bintang satu kepada sang driver yang 
tidak mengantarkan pesanannya tetapi saldo ovo miliknya telah terpotong dan 
melaporkan kepada pihak customer service grab, maka dalam jangka waktu 
1x24 jam saldo ovo miliknya yang telah diambil oleh driver yang tidak 
bertanggungjawab mengantarkan pesanannya, maka dari pihak grab akan 
mengembalikan saldo ovo yang telah terpotong secara penuh tanpa ada 
potongan apapun.10  
                                                          
9 Andrew, Wawancara, Surabaya, 10 November 2019 
10 Risma, Wawancara, Surabaya, 17 November 2019 





































Gambar diatas adalah respon korban penipuan saldo ovo yang melapor ke grab 
 
3. Perusahaan Grab 
Dari pihak perusahaan grab akibat dari perbuatan driver grab tersebut akan 
membuat kerugian secara materiil maupun formil. Secara materill pihak grab 
akan menanggung seluruh biaya yang terpotong akibat penipuan saldo ovo 
secara penuh tanpa adanya potongan yang dilakukan oleh driver yang nakal, 
Secara formil nama baik perusahaan akan tercoreng akibat ulah beberapa driver 
yang nakal tersebut. Menanggapi hal seperti ini yang kerap terjadi, Ichmeralda 
Rachman selaku Head Of Marketing Grabfood and New Business Grab 
Indonesia, membagikan tips yang bisa dilakukan konsumen jika mengalami 
kendala selama pemesanan, pelanggan dapat melaporkan kejadian tersebut 
melalui layanan pusat bantuan yang ada pada menu aplikasi grab, setelah itu 
akan muncul laman baru dengan detail pemesanan dan data pengemudi. Pilih 
laporkan masalah dan sebutkan kendala apa yang dialami seperti saldo ovo 



































dipotong lebih besar atau driver tidak mengantarkan pesanan. Setelah itu 
pelanggan akan mendapatkan email konfirmasi dari pengaduan yang dilakukan 
dari customer experience yang siap membantu menyelesaikan keluhan 
pelanggan, di sisi lain driver akan menerima sanksi etik sesuai dengan nilai yang 
dijunjung oleh perusahaan jika memang terbukti melakukan pelanggaran.11 
4. Driver Grab  
Dari pihak driver grab sendiri memiliki dampak yang cukup besar, karena 
akibat ulah beberapa driver yang curang mengakibatkan citra yang buruk bagi 
driver grab yang bersungguh sungguh dan jujur dalam bekerja, sehingga timbul 
perasaan dari pengguna jasa transportasi grab takut kejadian serupa terulang, 
akibatnya jumlah orderannya akan turun semula sehari bisa mendapatkan 15 
sampai 20 orderan, tetapi semenjak adanya kejahatan yang memanfaatkan akun 
grab bodong atau akun grab dari hasil jual beli akun, sehari untuk mendapatkan 
15 orderan saja susah seperti yang disampaikan yusuf selaku driver grab.12    
E. Contoh Kasus Penipuan Saldo Ovo 
1. KOMPAS.com - Seorang pengguna aplikasi ojek online kembali menyampaikan 
keluh kesahnya melalui media sosial. Kali ini, konsumen atas nama Asha yang 
berdomisili di Yogyakarta dirugikan atas adanya pengemudi GrabBike yang 
nakal saat memesan makanan. Asha menggunakan layanan GrabFood 
                                                          
11 Luthfia Ayu Azanella, Pengemudi Sedot Saldo Ovo dan Rugikan Konsumen, Grab Persilakan 
Lapor, https://money.kompas.com/read/2019/07/31/124151126/pengemudi-sedot-saldo-ovo-dan-
rugikan-konsumen-grab-persilakan-lapor?page=all diakses tanggal 11 Desember 2019, 05.00 
12 Yusuf, wawancara, Surabaya, 25 November 2019 



































menggunakan transaksi non tunai karena grab memilki dua sistem pembayaran, 
tunai dan non tunai, untuk non tunai grab bekerjasama dengan ovo sehingga 
semua sistem pembayaran non tunai dilakukan melalui ovo. Asha mengaku 
memesan makanan seharga Rp 24.000. Akan tetapi, saldo ovo miliknya 
terpotong hingga Rp 41.000. Tidak hanya itu, makanan yang dia pesan pun 
tidak pernah sampai kepadanya meski status pesanan di aplikasi telah 
terselesaikan.13 
2. TribunSumsel.com - Modus oknum driver ojek online dan taksi online 
mengambil saldo ovo terungkap melalui penelusuran reporter 
TribunSumsel.com. Modus tersebut terungkap saat seorang reporter 
TribunSumsel.com menemukan ketidaksesuaian antara tarif ojek online dengan 
saldo ovo miliknya yang terpotong. Sebelum transaksi, dia memiliki saldo ovo 
sebesar Rp. 52.000. Kemudian, ia menggunakan jasa ojek online dengan tarif 
Rp. 6.000. Artinya, saldonya masih ada Rp. 46.000. Namun ternyata, saldo ovo 
yang tersisa hanya Rp. 32.000. Dia baru menyadari hal tersebut keesokan 
harinya, ketika hendak menggunakan kembali jasa ojek online. Pada 
kenyataannya, dia bukan satu-satunya korban pencurian saldo ovo. Seorang 
warga lain ternyata pernah menjadi korban serupa. Warga itu bercerita bahwa 
ia memiliki saldo ovo sebesar Rp. 100.000. Kemudian dia  menggunakan jasa 
taksi online dengan tarif Rp. 12.000. Setelah dipotong tarif taksi online, saldo 
                                                          
13 Luthfia Ayu Azanella, Pengemudi Sedot Saldo Ovo dan Rugikan Konsumen, Grab Persilakan 
Lapor, https://money.kompas.com/read/2019/07/31/124151126/pengemudi-sedot-saldo-
ovo-dan-rugikan-konsumen-grab-persilakan-lapor?page=all diakses 11 Desember 2019, 
pukul 06.30 



































ovo tersisa seharusnya Rp. 88.000. Tetapi ketika ingin memesan ojek online 
lagi, di situ ada keterangan saldo saya tinggal Rp. 52.000. Saya cek lagi ternyata 
itu dari taksi online. Dia mengaku mengetahui pemotongan melebihi tarif 
setelah memeriksa riwayat transaksi di aplikasi taksi online.14
                                                          
14Dodi Kurniawan, Mencuri Saldo Ovo Jadi Modus Baru, Oknum Driver Ojek Online dan Taksi 
Online Rugikan Penumpang,  https://lampung.tribunnews.com/2018/12/16/mencuri-saldo-
ovo-jadi-modus-baru-oknum-driver-ojek-online-dan-taksi-online-rugikan-
penumpang?page=3, diakses 11 desember 2019, pukul 06.57 




































ANALISIS PRAKTIK PENIPUAN SALDO OVO DAN 
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PENIPUAN SALDO OVO OLEH 
DRIVER GRAB INDONESIA MENURUT HUKUM PIDANA ISLAM DAN 
HUKUM POSITIF 
 
A. Analisis Terhadap Praktik Penipuan Saldo Ovo oleh Driver Grab Indonesia 
Kemajuan teknologi dapat membuat kita semakin mudah memperoleh 
informasi yang kita butuhkan cukup dengan satu sentuhan jari saja. Perkembangan 
dalam bidang transportasi contohnya adalah ojek online, cukup dengan satu 
sentuhan jari saja kita dapat membeli makanan tanpa harus keluar dari rumah, 
mengirim barang tanpa harus keluar rumah dan masih banyak lagi manfaat dari 
penggunaan jasa transportasi ojek online. 
Tetapi perkembangan teknologi jika tidak dibarengi oleh penegakan 
hukum yang kuat akan timbul suatu permasalahan, baru baru ini muncul modus 
kejahatan baru yang memanfaatkan kemajuan teknologi, kejahatan tersebut 
menggunakan media akun driver grab Indonesia untuk melaksanakan kejahatannya 
yaitu penipuan saldo ovo, dimana dalam hal ini pengguna jasa transportasi 
memesan ojek online dengan sistem pembayaran non tunai yakni dengan ovo, 
tetapi driver grab yang menerima pesanan tersebut memanipulasi data dengan cara 
menekan tombol selesaikan perjalanan tanpa menjemput penumpang atau 
mengantarkan makanan kepada pemesan. Akibatnya saldo ovo milik pengguna 
jasa transportasi otomatis akan terpotong. 



































Penipuan saldo ovo yang dilakukan oleh driver grab Indonesia termasuk ke 
dalam tindak pidana cybercrime, dikarenakan pelaku menggunakan media 
elektronik berupa akun grab driver untuk menipu korbannya. Dalam kasus 
penipuan saldo ovo ini pelaku tidak dapat dijerat menggunakan pasal penipuan 
yang sudah ada dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yakni pasal 378 
KUHP yang berbunyi: 
“Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain 
secara melawan hukum dengan menggunakan nama palsu atau martabat palsu 
dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain 
untuk menyerahkan barang atau sesuatu kepadanya, atau memberi utang maupun 
menghapuskan piutang diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling 
lama 4 (empat) tahun.” 
Meskipun pelaku penipuan saldo ovo telah memenuhi seluruh unsur 
materiil pasal 378 KUHP, tetapi didalam Hukum Pidana dikenal asas Lex Specialis 
Derogat Lex Generalis yang artinya hukum yang bersifat khusus 
mengesampingkan hukum yang bersifat umum. Dalam kasus penipuan saldo ovo 
ini terdapat suatu Undang-Undang yang secara khusus mengatur penipuan yang 
dilakukan menggunkan media elektronik sehingga dalam hal ini pelaku penipuan 
saldo ovo yang dilakukan grab driver Indonesia dapat dijerat menggunkan pasal 35 
jo. 51 ayat (1) UU No.19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik 
yang berbunyi: 
Pasal 35 
“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum 
melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, 
pengerusakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut 
dianggap seolah-olah data yang otentik”. 
 



































Pasal 51 ayat (1) 
“Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 
dipidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling 
banyak Rp.12.000.000.000,00 (dua belas miliar)”. 
Dalam hukum pidana dikenal doktrin mens rea, artinya, bahwa sesuatu 
perbuatan tidak dapat membuat orang menjadi bersalah kecuali bila dilakukan 
dengan niat jahat. Dengan demikian dalam suatu tindak pidana yang perlu untuk 
diperhatikan dan dibuktikan yaitu;1 
1. Adanya perbuatan sebagai penjelmaan dari kehendak (actus reus) 
2. Kondisi jiwa, itikad jahat yang melandasi perbuatan itu (mens rea) 
Secara singkat dalam doktrin mens rea ini terdapat unsur subyektif yang 
mengacu kepada pelaku kejahatan sehingga pelaku tersebut dapat dimintai 
pertanggungjawaban pidana. Pertanggungjawaban pidana ditentukan berdasarkan 
pada kesalahan pelaku dan bukan hanya dengan terpenuhinya seluruh unsur suatu 
tindak pidana. 
Pelaku penipuan saldo ovo telah memenuhi doktrin actus reus dikarenakan 
terdapat suatu Undang-Undang yang melarang perbuatan memanipulasi data 
seperti penipuan saldo ovo yang dilakukan oleh driver grab Indonesia serta pelaku 
dapat dijerat menggunakan pasal 35 jo. 51 ayat (1) UU No.19 Tahun 2016 Tentang 
Informasi dan Transaksi Elektronik dengan ancaman hukuman pidana penjara 
                                                          







































paling lama 12 (dua belas) tahun dan atau denda maksimal Rp. 12.000.000.000 
(dua belas milyar rupiah).  
 Pelaku penipuan saldo ovo juga telah memenuhi doktrin mens rea, 
berdasarkan data yang penulis peroleh kejadian driver menekan tombol selesai ada 
yang disengaja ada juga yang tidak sengaja menekan tombol selesai sebelum 
mengantarkan pesanan, tetapi yang perlu digarisbawahi adalah driver yang secara 
tidak sengaja menekan tombol selesai sebelum mengantarkan pesanan. Mereka 
akan menghubungi customer service dari pihak grab untuk meminta alamat 
pemesan supaya pesanan tetap diantar meskipun telah menombol selesai 
mengantar, atinya tidak ada niat jahat bagi driver yang tidak sengaja telah 
menombol selesai mengantar. Berbanding terbalik dengan driver yang dengan 
sengaja menekan tombol selesai yang bertujuan untuk memperoleh saldo ovo dari 
pemesan transportasi tersebut dengan tidak mengantarkan pesanan. Artinya driver 
yang menekan tombol selesai secara sengaja memiliki niat jahat.  
 Artinya tidak semua driver grab dapat dijatuhi pidana, hanya driver yang 
secara sengaja menekan tombol selesai tanpa mengantarkan pesanan saja yang 
dapat dijatuhi pidana, karena telah memenuhi actus reaus (Adanya perbuatan 
sebagai penjelmaan dari kehendak) dan mens rea (Kondisi jiwa, itikad jahat yang 
melandasi perbuatan itu). 
B. ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM DAN HUKUM POSITIF TERHADAP 
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PENIPUAN SALDO OVO OLEH 
DRIVER GRAB INDONESIA 



































1. Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Pertanggungjawaban Pidana Penipuan 
Saldo Ovo oleh Driver Grab Indonesia 
Untuk bisa memahami Cybercrime dalam prespektif hukum pidana Islam, 
terlebih dahulu harus memahami klasifikasi hukuman di dalam Islam ditinjau 
dari segi berat ringannya hukuman, yaitu hukuman hudu>d, qisa>s, diyah, dan 
ta’zīr. Jari>mah hudu>d adalah peristiwa pidana atau rangkaian perbuatan 
manusia yang melanggar peraturan yang jenis dan sanksinya sudah diatur secara 
rinci di dalam al-Qura>n maupun hadis contohnya hukuman bagi pencuri adalah 
potong tangan. Jarimah qi>sas dan diyah adalah peristiwa pidana atau rangkaian 
perbuatan manusia yang melanggar peraturan yang sanksinya berupa qi>shash 
(sanksi yang sama persis terhadap pelaku jarimah sebagaimana yang telah dia 
dilakukan terhadap korban) dan diyah (denda). Jarimah Ta’zīr adalah peristiwa 
pidana atau rangkaian perbuatan manusia yang melanggar peraturan yang 
sanksinya tidak diatur secara rinci baik didalam al-Qura>n maupun hadis, tetapi 
sanksinya akan diserahkan kepada ulil amri atau penguasa.2  
Dengan demikian, kejahatan Cybercrime seperti penipuan saldo ovo 
termasuk kedalam ranah jarimah ta’zīr dan bukan termasuk jari>mah hudu>d, 
qi>sas atau diyah. Karena dapat dipastikan bahwa pada zaman Rasulullah belum 
adanya komputer maupun internet seperti yang ada pada zaman sekarang. Maka 
oleh sebab itu kejahatan Cybercrime tidak diatur secara rinci didalam nas 
sehingga dapat dikategorikan kejahatan Cybercrime termasuk kedalam jarimah 
                                                          
2 Nurul Irfan, Fiqh Jinayah (Jakarta: Amzah, 2013), 187 



































ta’zīr. Dalam Hukum Pidana Islam, pertanggungjawaban pidana didasarkan 
pada tiga hal yaitu:3 
1. Adanya perbuatan yang dilarang 
Dalam kasus penipuan saldo ovo ini memang tidak diatur secara rinci di 
dalam nass baik dalam al-Qura>n maupun hadis, tetapi perbuatan memanipulasi 
data yang mengakibatkan saldo ovo milik pengguna jasa transportasi hilang ini 
telah diatur oleh pemerintah atau ulil amri dikarenakan tindak pidana penipuan 
saldo ovo ini termasuk kedalam jari>mah Ta’zīr dan bukan jari>mah Hudu>d 
maupun Qisa>s atau Diyah. 
2. Kebebasan dalam berbuat atau tidak berbuat (tidak ada daya paksa) 
Dalam kasus penipuan saldo ovo ini driver grab melakukan manipulasi data 
tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun, dikarenakan driver grab dalam 
kasus ini tujuan mereka memanipulasi data adalah supaya mereka dapat 
mendapatkan uang secara instan dengan tidak perlu berpanas-panasan di jalan.   
3. Kesadaran bahwa itu mempunyai akibat tertentu 
Dalam kasus penipuan saldo ovo ini driver grab sangat sadar bahwa akibat 
dari perbuatannya akan menimbulkan kerugian bagi beberapa pihak, terlebih 
ketika driver grab memanipulasi data mereka memanfaatkan kepandaian 
                                                          
3 Sahid HM, Epistemologi Hukum Pidana Islam (Surabaya: Pustaka Idea, 2015), 119 
 



































mereka untuk menipu sehingga mengakibatkan kerugian baik secara materiil 
maupun formil. 
Dari ketiga syarat di atas maka dalam kasus penipuan saldo ovo ini, driver 
grab Indonesia yang telah melakukan manipulasi data dapat untuk dimintai 
pertanggungjawaban pidana karena telah terpenuhinya ketiga syarat di atas, 
sehingga driver grab Indonesia yang telah melakukan manipulasi data dapat 
diberi sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
 Dalam kasus penipuan saldo ovo ini driver juga tidak dapat menghapuskan 
pertanggungjawaban pidananya dikarenakan ketika driver grab tersebut 
memanipulasi data dia tidak sedang dalam keadaan menjalankan syariat, 
perintah jabatan, daya paksa, pembelaan diri, pendidikan, pengobatan, maupun 
olahraga yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana menurut 
Hukum Pidana Islam. Serta tidak bisa seseorang baik dari keluarga atau teman 
nya yang bertanggungjawab atas perbuatan pelaku kejahatan sebagaimana 
firman Allah SWT dalam Surat An-Najm ayat 38:  
اَّلَا ُرِزنت ٌَةنرِزانو َنرزِّو ىٰرخُا  
Artinya: “Bahwasanya seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang 
lain.”4 
 
Maka dalam kasus penipuan saldo ovo ini hukum harus ditegakkan kepada 
siapa saja yang telah melanggar aturan Hukum Pidana Islam, termasuk driver 
                                                          
4 Al-Quran., 53 [An-Najm]: 38 



































grab yang memanipulasi data, serta proses pelaksanaan dari penjatuhan atau 
pemidanaan juga harus mengikuti pada ketentuan yang telah ditetapkan Allah 
SWT dan Rasulullah SAW, tidak boleh melaksanakan hukuman yang bukan 
melalui prosedur yang benar atau main hakim sendiri.5  
2. Analisis Hukum Positif Terhadap Pertanggungjawaban Pidana Penipuan Saldo 
Ovo oleh Driver Grab Indonesia 
Sudarto menyatakan, bahwa agar seseorang memiliki aspek 
pertanggungjawaban pidana, dalam arti dipidananya pelaku terdapat beberapa 
syarat yang harus dipenuhi yakni:6 
1. Adanya suatu tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku 
Dalam kasus penipuan saldo ovo ini pelaku telah melakukan tindak 
pidana Cybercrime yakni dengan sengaja memanipulasi data, berdasarkan 
data yang penulis kumpulkan pelaku penipuan saldo ovo ini dapat dijerat 
dengan pasal 35 juncto 51 ayat (1) UU No.19 Tahun 2016 Tentang 
Informasi dan Transaksi Elektronik berikut bunyi pasal tersebut: 
  Pasal 35 menjelaskan: 
“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum 
melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, 
pengerusakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut 
dianggap seolah-olah data yang otentik”. 
 
                                                          
5 Teuku Abdul Manan, Mahkamah Syari’ah Aceh dalam Politik Hukum Nasional (Jakarta: 
Prenada Media Group, 2018), 149 
6 Sudarto, Hukum dan Hukum Pidana (Bandung: Alumni, 1986), 77 



































Pasal 51 ayat (1) menjelaskan: 
“Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 
dipidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling 
banyak Rp.12.000.000.000,00 (dua belas miliar)”. 
 
Dengan demikian pelaku penipuan saldo ovo dapat dijerat 
menggunakan pasal tersebut karena telah memenuhi seluruh unsur materiil 
dalam pasal tersebut sehingga pelaku penipuan saldo ovo dapat dipidana 
penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling banyak 
Rp.12.000.000.000,00 (dua belas miliar). 
2. Adanya unsur kesalahan berupa kesengajaan atau kelalaian 
Kesalahan dalam hukum pidana dibagi menjadi kesengajaan (opzet) 
dan kelalaian (culpa).7 Dalam kasus penipuan saldo ovo ini berdasarkan 
data yang penulis peroleh, unsur kesalahan yang terdapat adalah 
kesengajaan (opzet) dari driver yang sengaja memanipulasi data demi 
memperoleh uang secara instan, serta memang berdasarkan data yang 
penulis peroleh ada beberapa driver yang secara tidak sengaja atau lalai 
(culpa) telah menombol selesai mengantar, tetapi jika driver yang tidak 
sengaja menekan tombol selesai mengantar maka driver tersebut masih 
memiliki itikad baik untuk tetap mengantar pesanan tersebut, Berbeda 
dengan pelaku penipuan saldo ovo yang memang dari awal memiliki itikad 
atau niat jahat atau dalam Hukum Pidana sering disebut mens rea, 
                                                          
7 H.M. Rasyid Ariman, Hukum Pidana (Malang: Setara Press, 2015), 205 



































tujuannya adalah untuk mengambil saldo ovo milik pengguna jasa 
transportasi tanpa harus bekerja mengantar pesanan. 
3.  Adanya pelaku mampu bertanggung jawab 
Kemampuan bertanggung jawab dapat diartikan sebagai kondisi 
batin yang normal atau sehat dan mampunya akal seseorang dalam 
membedakan mana hal yang buruk dan mana hal yang baik.8 Indikator 
pelaku dapat mempertanggungjawabkan perbuatan nya atau tidak diatur 
dalam KUHP Pasal 44 KUHP: “Tidak dapat dipidana barangsiapa 
melakukan perbuatan oleh karena jiwa dari si pembuat itu tidak tumbuh 
dengan sempurna atau diganggu oleh penyakit sehingga si pembuat tidak 
dapat untuk dimintai pertanggungjawaban”.9 Menurut pasal ini maka 
seseorang yang memiliki kejiwaan yang terganggu maka tidak dapat 
dimintai pertanggungjawaban pidana, seperti orang gila atau cacat mental 
tidak mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya sehingga jika 
mereka melakukan kejahatan, maka mereka tidak dapat dimintai 
pertanggungjawaban pidana karena telah hapusnya pertanggungjawaban 
pidana serta mereka tidak dapat dipidana sesuai dengan pasal 44 KUHP. 
Untuk menentukan apakah pelaku kejahatan tersebut gila atau cacat 
mental dibutuhkan seorang ahli dalam bidangnya dan dilakukan tes secara 
                                                          
8 M. Abdul Kholiq, Buku Pedoman Kuliah Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Islam 
Indonesia, Yogyakarta, 2002, 129 
9 R.soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Bogor: Politeia, 1995)  245 



































kejiwaan untuk menentukan apakah pelaku benar-benar gila atau hanya 
berpura-pura supaya bisa terbebas dari tuntutan pidana.  
Dalam penipuan saldo ovo ini jelas pelaku tidak terganggu kejiwaan 
nya dikarenakan saat pelaku memanipulasi data mereka menggunakan akal 
sehat serta tipu muslihat mereka untuk memanipulasi data yang ada pada 
aplikasi akun grab driver mereka, sehingga driver grab tersebut dapat 
dimintai pertanggungjawaban pidana dikarenakan mereka dianggap 
mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya. 
4. Tidak ada alasan pemaaf 
Dalam Hukum Pidana Positif yang termasuk ke dalam alasan 
penghapus kesalahan atau alasan pemaaf antara lain, daya paksa 
(overmacht), pembelaan terpaksa (noodwer), menjalankan undang-undang 
(wettelijk voorschrift), perintah jabatan.10  
Dalam kasus penipuan saldo ovo ini pelaku tidak sedang dalam 
keadaan menjalankan perintah jabatan, menjalankan undang-undang, 
pembelaan terpaksa dan daya paksa, pelaku dengan sengaja memanipulasi 
tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, tanpa adanya perintah jabatan 
yang sah, dan tidak sedang menjalankan undang-undang serta tidak dalam 
keadaan pembelaan terpaksa sehingga tidak ada alasan pemaaf bagi pelaku 
penipuan saldo ovo. 
                                                          
10 Hanafi Amrani, Mahrus Ali, Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan dan Penerapan 
(Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2015), 45 



































Dengan demikian pelaku penipuan saldo ovo telah memenuhi 
seluruh aspek pertanggungjawaban pidana menurut Hukum Pidana Positif, 
sehingga pelaku penipuan saldo ovo dapat dipidana sesuai dengan pasal 35 
juncto 51 ayat (1) UU No.19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi 
Elektronik yang ancaman hukumannya pidana penjara maksimail 12 (dua 
belas) tahun dan/atau denda maksimal Rp.12.000.000.000,00 (dua belas 
miliar).  
Tetapi yang menjadi persoalan dalam penipuan saldo ovo ini adalah 
dalam penegakan hukumnya, selama ini pelaku penipuan saldo ovo masih 
bisa menghirup udara segar dikarenakan selama ini belum ada satu perkara 
yang menyangkut penipuan saldo ovo ini ditindaklanjuti oleh aparat 
penegak hukum, berdasarkan data yang penulis peroleh pasal 35 UU No.19 
Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ini termasuk ke 
dalam delik biasa dan bukan termasuk ke dalam delik aduan, sehingga 
pelaku dapat ditangkap berdasarkan informan dari pihak penegak hukum 
dan tidak harus korban penipuan saldo ovo ini melapor ke pihak berwajib, 
Tanpa adanya laporan dari pihak korban yang dirugikan sebenarnya pelaku 
dapat ditangkap dikarenakan dalam pasal ini bukan termasuk ke dalam 
delik aduan, tetapi delik biasa. Ketika pihak korban mencabut tuntutannya 
dikarenakan pihak grab sudah mengembalikan saldo ovo miliknya, maka 
proses hukum akan tetep berjalan dikarenakan dalam delik biasa meskipun 
tuntutan pelapor dicabut maka proses hukum akan tetap dilanjutkan, 
berbeda dengan delik aduan contohnya dalam tindak pidana pencemaran 



































nama baik, ketika pelapor mencabut tuntutannya maka berakhir juga proses 
hukumnya.  
Dari data penulis yang peroleh salah satu faktor yang 
mempengaruhi penegakan hukum yaitu dari faktor masyarakat itu sendiri, 
dikarenakan selama ini masyarakat enggan melapor ke pihak berwajib 
dikarenakan jika mereka melapor ke pihak berwajib maka kasusnya akan 
semakin rumit dan akan memakan waktu, biaya, serta tenaga.  
Tetapi bagaimanapun pelaku penipuan saldo ovo ini telah 
melanggar pasal 35 UU No.19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan 
Transaksi Elektronik, sehingga pelaku harus mempertanggungjawabkan 
perbuatan yang dia lakukan. Sebagaimana tujuan dari hukum pidana yakni 
melindungi kepentingan masyarakat dan perseorangan dari tindakan yang 
tidak menyenangkan akibat adanya suatu pelanggaran yang diperbuat oleh 







                                                          
11 Mahrus Ali, Dasar-Dasar Hukum Pidana (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 13 







































  Dari pembahasan yang penulis uraikan dalam bab sebelumnya, dapat 
ditarik kesimpulan sebagai berikut: 
1. Penipuan saldo ovo yang dilakukan driver grab Indonesia dengan modus 
mengedit harga atau menekan tombol selesai tetapi tidak mengantarkan 
pesanan adalah termasuk dalam tindak pidana Cybercrime yang dapat dijerat 
menggunakan pasal 35 juncto 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 
2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik bahwa setiap orang 
dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, 
penciptaan, perubahan, penghilangan, pengerusakan Informasi Elektronik 
dan atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang 
otentik maka akan dikenakan sanksi pidana penjara paling lama 12 (dua 
belas) tahun dan atau denda paling banyak Rp.12.000.000.000,00 (dua belas 
miliar). Namun pada praktik di lapangan, penegakan hukum terhadap driver 
grab yang mengambil saldo ovo milik pengguna jasa transportasi online 
belum pernah ditindaklanjuti oleh aparat penegak hukum. Terlebih pasal 35 
UU No.19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik 
termasuk dalam delik biasa dan bukan delik aduan, sehingga seharusnya 



































aparat penegak hukum bisa menangkap pelaku meskipun tidak ada pihak 
yang merasa dirugikan melapor kepada aparat penegak hukum. 
     2. Dalam Hukum Pidana Islam pertanggungjawaban pidana penipuan saldo ovo 
oleh driver grab Indonesia secara rinci tidak dijelaskan dalam nass baik Al-
Qur’a>n ataupun Hadis sehingga sanksi yang diterapkan untuk driver grab 
Indonesia adalah hukuman Ta’zīr yang jenis berat ringannya hukuman 
ditentukan oleh keputusan ulil amri atau hakim melalui persidangan, Selama 
perbuatan pelaku melanggar aturan yang telah dibuat penguasa, tidak ada 
unsur paksaan dari pihak manapun untuk melakukan perbuatan tersebut dan 
pelaku mengetahui apa akibat yang ditimbulkan dari perbuatannya maka 
dalam hal ini pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Dalam 
Hukum Positif pertanggungjawaban pidana penipuan saldo ovo oleh driver 
grab Indonesia, selama perbuatan pelaku telah melanggar aturan yang ada 
dalam peraturan perundang-undangan, adanya unsur kesalahan berupa 
kesengajaan atau kelalaian, pelaku mampu bertanggungjawab (tidak gila 
atau cacat mental), serta tidak ada alasan pemaaf, maka pelaku dapat 
dibebani pertanggungjawaban pidana karena telah terpenuhi seluruh 
syaratnya. 
B. Saran 
Dari pembahasan yang penulis uraikan dalam bab sebelumnya, penulis ingin 
menyampaikan saran sebagai berikut: 



































     1. Penegakan hukum harus diterapkan kepada siapa saja yang telah melanggar       
peraturan perundang-undangan, baik dari masyarakat kalangan ekonomi 
menengah ke bawah atau masyarakat kalangan ekonomi menengah keatas, 
sehingga setiap aturan yang berlaku di Indonesia dapat diterapkan secara 
adil. 
     2. Kepada setiap masyarakat Indonesia, apabila menjadi korban penipuan saldo 
ovo oleh driver grab Indonesia, segera melapor ke pihak berwajib supaya 
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